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ABSTRAK

TAPAK VISI KEWARGANEGARAAN KULTURAL
ABDURRAHMAN WAHID DALAM PENYELESAIAN
KONFLIK ACEH DAN PAPUA, 1999-2001

Upaya Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dalam
penyelesaian konflik yang berlarut antara Aceh dan Papua dengan
pemerintah pusat memperlihatkan ciri yang khas. Di samping sebagai
tokoh Islam yang memiliki pandangan bineka (diversity) dan
nasionalis yang kental, Gus Dur juga memiliki konsen yang tinggi
terhadap perdamaian dan anti-kekerasan. Untuk hal itu, Gus Dur
melakukan terobosan-terobosan dialog dan langkah-langkah yang
khas pula.

Disertasi ini hendak menjawab tiga pertanyaan berikut: 1)
Bagaimana visi Gus Dur tentang Islam yang mendasari upaya
penyelesaian konflik Aceh dan Papua dengan mengadopsi
kewarganegaraan kultural (cultural citizenship)? 2) Bagaimana
implementasi visi tersebut? 3) Mengapa Gus Dur mengadopsi
kewarganegaraan kultural? Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut
disertasi ini hendak membangun argumen bahwa dalam penyelesaian
konflik Aceh dan Papua, Presiden Gus Dur melakukan pendekatan
kultural dengan mengandalkan pada hubungan kedekatan pribadi
dengan para tokoh agama dan masyarakat setempat. Pendekatan itu
memperlihatkan pemikiran Islam post-tradisional Islam yang
diimplementasikan dalam kewarganegaraan kultural.

Ada tiga aspek kewarganegaraan kultural yang mendasari
kesepakatan damai tersebut. Pertama, recognition (rekognisi) dengan
menerima mereka sebagai bagian dari warga negara dalam kerangka
negosiasi, meskipun mereka memiliki aspirasi yang 180 derajat
berbeda. Kedua, respect (penghormatan) dengan memberikan tempat
dan jaminan kebebasan berpendapat dan berkumpul untuk
merumuskan aspirasi mereka dalam rasa aman. Ketiga, transformasi
kelembagaan negara di daerah dalam rangka mengakomodasi struktur
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sosial dan budaya serta tokoh informal mereka dalam sistem politik
daerah melalui RUU Otonomi Khusus. Hasil kesepakatan perdamaian
tersebut menjadi basis bagi kesepakatan perdamaian selanjutnya.

Kata kunci: Abdurrahman Wahid, kewarganegaraan kultural,
Aceh, Papua.
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ABSTRACT

A STUDY OF THE CULTURAL CITIZENSHIP VISION OF
ABDURRAHMAN WAHID IN CONFLICT RESOLUTION OF
ACEH AND PAPUA, 1999-2001

It is noteworthy that President Abdurrahman Wahid or Gus
Dur always had his own distinct character in the settlement of the
protracted conflict between The Acehnese and the Papuans with the
central government. In addition to being an Islamic figure with the
broad minded views of diversity and nationalism, Gus Dur also paid a
great concern on peace and non-violence. On this purpose, Gus Dur
made some breakthrough measurements by engaging in some
dialogues and other typical steps.

The dissertation aims to answer the following three questions:
1) What is Gus Dur's vision of Islam underlying his efforts to resolve
the conflict in Aceh and Papua by adopting cultural citizenship? 2)
What is the implementation of the vision? 3) Why did Gus Dur adopt
cultural citizenship? On the basis of these questions, the dissertation is
about to propose the argument that in the conflict resolution between
the Acehnese and Papuans and the central government, President Gus
Dur took a cultural approach by relying on his personal closeness with
religious leaders and the local community. The approach indicates the
traditional post-Islamic notion that is implemented in cultural
citizenship.

The conflict ended up with peace agreement based on three
aspects of cultural citizenship. The first is recognition which was
implemented by accepting those people as part of citizens within the
framework of negotiation even though they had extremely different
aspirations. The second is respect which was done by giving them
space and assuring their freedom of expression to gather and
formulate their ideas in peace. The third is the transformation of state
institutions in the regions to accommodate the social and cultural
structures and their informal leaders in the regional political system
through the Bill on Special Autonomy. The result of the peace
agreement became the basis for the next peace agreement.
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HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan
Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama
dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor :
158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

l. Konsonan Tunggal

Huruf Nama | Huruf Latin Nama
Arab
| Alf | o ar;‘ggr‘fgkan tidak dilambangkan
<@ Ba’ b -
& Ta t -
& Sa ¢ s (dengan titik di atas)
d Jim | -
z Ha’ h h (dengan titik di bawah)
¢ Kha’ kh -
3 Dal d -
3 Zal z z (dengan titik di atas)
J Ra r -
J 7’ z -
o Sin S -
U Syin sy -
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ol Sad s s (dengan titik di bawah)
ua Dad d d (dengan titik di bawah)
] Ta’ t t (dengan titik di bawah)
b 7a’ z z (dengan titik di bawah)
d ‘Ain ¢ koma terbalik ke atas
¢ Gain g -

o Fa’ f -

é Qaf q -

4 Kaf k -

J Lam I -

2 Mim m -

¢ Nin n -

3 Wawu W -

J Ha’ h -

s Hamzah apostrof

¢ Y& y -

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

Ditulis

muta’addidah

Ditulis

‘iddah
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IIl.  Ta’ Marbiitah di akhir kata
a. Bila dimatikan tulis h

4asa Ditulis hikmah

i Ditulis jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang
sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat
dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila ta’ marbitah diikuti dengan kata sandang “al” serta
bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

el ) Al S ditulis karimah al-auliya’

c. Bila ta’ marbiitah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah
dan dammah ditulis t

kil 3l ditulis zakat al-fitr

1V. Vokal Pendek

-{f::- ------- faf[]a]l dltu I |S a
R kasrah ditulis i
R dammah ditulis u
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V. Vokal Panjang
fathah + alif ditulis a
FENIN ditulis Jahiliyya
h
fathah + ya’ mati ditulis a
(el ditulis tansa
Kasrah + ya’ mati ditulis r
s S ditulis karim
dammah + wawu mati ditulis i
R ditulis furiid
V1. Vokal Rangkap
fathah + ya’ mati ditulis ai
aSiy ditulis bainakum
fathah + wawu mati ditulis au
Jed ditulis gaul

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan

dengan apostrof

R ditulis a’antum
e ditulis u’iddat
PP ditulis la’in syakartum
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VIll. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

SIAl ditulis al-Qur’an

bl ditulis al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan
huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan
huruf | (el)-nya.

& Lawdd) ditulis as-Sama’

Cad) ditulis asy-Syams

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

Sl 558 ditulis zawi al-furid

asud) Jal ditulis ahl as-Sunnah
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KATA PENGANTAR

Puja puji syukur dengan mengucap al-hamdulillahi rabbil'alamin
penulis panjatkan kepada Allah SWT serta shalawat serta salam
kepada Nabi Muhammad SAW atas selesainya penulisan disertasi ini.
Tanpa rahmat dan pertolongan-Nya pekerjaan ini mustahil bisa
diselesaikan. Penulisan disertasi ini merupakan angan-angan yang
sudah lama mengendap di pikiran penulis. Selama ini, penulis banyak
berkecimpung dalam pemikiran dan aksi yang berkaitan dengan KH.
Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, tetapi ada satu dua topik yang
membuat penasaran untuk bisa diungkap secara lebih dalam. Semula,
bagi penulis, hal ini bagaikan pekerjaan yang besar dan mustahil,
namun ternyata Allah memberikan Rahman dan Rahim-Nya.

Ada banyak topik yang bisa digali dari pemikiran dan aksi Gus
Dur, salah satu yang sangat menarik adalah perlakuannya terhadap
aspirasi dan eksponen separatis Aceh dan Papua ketika ia menjadi
presiden. Dalam menghadapi aspirasi dan eksponen Aceh dan Papua,
Gus Dur menggunakan pendekatan empati. la melibatkan hubungan
pribadi, humanis, dan dialogis. Di samping itu, sudah banyak kajian
dan penelitian yang menulis pemikiran dan aksi Gus Dur terkait
pluralisme, toleransi, minoritas agama, keyakinan, dan tentang
kepeduliannya terhadap kelompok marjinal. Kepedulian dan sikap
kemanusiaan Gus Dur, selama menjadi presiden, terhadap gerakan
separatis merupakan yang paling menantang -untuk tidak dikatakan
paling ekstrim- untuk ditelurusi dan dipahami.

Perhatian Gus Dur terhadap konflik vertikal dan kedekatannya
dengan para eksponen, yang oleh pemerintah pusat disebut separatis,
sebenarnya bukan hanya di Indonesia, melainkan juga di negara-
negara tentangga, seperti Thailand Selatan atau Patani dan Filipina
Selatan atau Mindanao. Penulis pernah bertemu dengan para
pemimpin tertinggi mereka dan para eksponen separatis di kedua
wilayah tersebut. Mereka memberikan penghargaan sangat tinggi
pada kepedulian Gus Dur atas nasib mereka. Gus Dur tidak hanya
memfasilitasi dialog dan mencari jalan damai, tetapi juga
mendampingi mereka sebagai sahabat dan saudara, tanpa
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memprovokasi dan melanggar etika hubungan antar-negara. Hal yang
sama dilakukannya atas beberapa konflik di kawasan lain, seperti di
Timur Tengah antara Palestina dan Israel. Akan tetapi, semua yang
disebut terakhir itu adalah topik penasaran lainnya yang tidak akan
dibahas di sini. Pembahasan disertasi ini dicukupkan pada dua konflik
vertikal separatisme, yaitu di Papua dan Aceh.

Penulisan disertasi ini juga melibatkan banyak kolega yang ikut
memotivasi, membantu, dan memfasilitasi. Selama masa penelitian
disertasi, penulis banyak mendapatkan kemudahan akses dari
beberapa perpustakaan, di antarnya Centre for Southeast Asian Studies
(CSEAS), Kyoto University dan Perpustakaan Kyoto University,
khususnya atas kebaikan Profesor Okamoto Masaaki; Alfred Deakin
Research Institute (ADRI), Deakin University, Melbourne, Australia,
berkat kebaikan Profesor David Law dan Dr. Jemma Pourdey;
Perpustakaan-perpustakaan ANU Canberra berkat kebaikan Profesor
Greg Fealy; Perpustakaan Monash University Melbourne, berkat
kebaikan Profesor Greg Barton; serta Perpustakaan UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta, Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,
Perpustakaan Ul Jakarta, serta Kepala dan Pelayanan Perpustakaan
DPR-MPR RI.

Penulis juga ingin mengucapkan rasa terima kasih tak terhingga
kepada pihak-pihak yang ikut serta memberikan kontribusi bagi
penyelesaian disertasi ini, di samping para informan juga teman-teman
lain yang tidak mungkin bisa penulis sebut satu-persatu. Namun, di
sini, terima kasih ingin penulis sampaikan secara khusus kepada
keluarga besar K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), lebih khusus Ibu
Ny. Hj. Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Mbak Yenny Wabhid,
dan Mbak Alissa Wahid. Terima kasih juga penulis ingin sampaikan
kepada Profesor Greg Fealy, Kepala Jurusan Department of Political
and Social Change, Bell School of Asia-Pacific Affairs, The Hedley
Bull Centre, The Australian National University (ANU), Canberra,
Australia; Profesor Okamoto Masaaki dari CSEAS, Kyoto University,
Kyoto, Jepang; Profesor Greg Barton, Direktur Herbert Feith
Foundation (HFF) di Monash University (kini telah pindah ke Deakin
University); Profesor David Low dan Dr. Jemma Pourdey dari ADRI
(ADRI), Deakin University, Geelong, Australia; Profesor Ismed
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Fanany dan Profesor Sue Kenny dari Global Citizenship and Human
Right, Deakin University Bourwood, Melbourne, Australia; Profesor
Thomas Reuter dari Asia Institute, Melbourne University, Australia;
Profesor Tim Lindsey, School of Law, Melbourne University,
Australia; Profesor Peter King dari Sydney University, Sidney,
Australia; serta Dr. Markus Mietzener dan Profesor Edward Aspinall
dari Department of Political & Social Change, Coral Bell School of
Asia Pacific Affairs, ANU; serta Profesor Richard Chauvel dari
Victoria University, Melbourne, Australia. Terima kasih juga
diberikan kepada Dr. Alexander Irwan dari Ford Foundation, Dr.
Sandra Hamid dari The Asia Foundation, Pimpinan Tanoto
Foundation, serta ibu Clara Juwono dari CSIS.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Rektor UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta, Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, MA., PhD.;
Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Prof. Noorhaidi, MA,
M.Phil., Ph.D.; serta Prof. Purwo Santoso, MA., Ph.D. yang telah
memberikan berbagai masukan sangat penting dalam penyelesaian
akhir penulisan. Terima kasih juga kepada M. Nur Ichwan, MA,
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Disertasi ini meneliti visi Presiden Abdurrahman Wahid—akrab
dipanggil Gus Dur—dan manifestasi serta relevansinya bagi
penyelesaian konflik vertikal* atau separatis® di Aceh dan Papua. Gus
Dur selama ini dikenal sebagai tokoh humanis yang dalam
memutuskan sesuatu selalu didasarkan pada visi humanististik. Visi
ini terkait dengan visi keagamaan yang merasuki dirinya, yang
diaktualisasikan secara konsisten selama ia menjadi kepala
pemerintahan dan kepala negara. Kegaduhan tidak dapat terhindarkan
ketika ia menjabat sebagai kepala pemerintahan dan negara, yang
“diharapkan” mengadopsi cara pandang yang state-centric, apalagi
ketika mengelola konflik yang melibatkan hak-hak warga negara di
hadapan negara.

Berangkat dari telaah tersebut, cukup kuat dugaan bahwa visi
Gus Dur dimanifestasikan dalam penentuan kebijakan, atau setidaknya
sikap politik, Pemerintah Republik Indonesia (RI) saat ia menjadi
presiden pada tahun 1999-2001 dan dalam mengelola konflik di Aceh
dan Papua. Sejumlah warga negara di kedua wilayah tersebut
mengorganisasi gerakan politik, hendak melepaskan diri dari ikatan
kenegaraan yang diasumsikan bersifat given (tidak bisa diganggu
gugat), yakni Indonesia. Memang, tidak semua kendali pemerintahan

' Konflik vertikal (vertical conflict) adalah konflik antara penduduk atau
pemerintahan di wilayah tertentu berhadapan dengan pemerintah pusat. Sedangkan,
konflik horizontal (horizontal conflict) adalah konflik antar-masyarakat di dalam
suatu wilayah. Lihat, misalnya, Mohammad Zulfan Tadjoeddin, Widjajanti I.
Suharyo and Satish Ishra, “Regional Disparity and Vertical Conflict in Indonesia”
(Journal of the Asia Pacific Economy, 6, 3, 2001), khususnya him. 284-285.

> Roger Suso, Territorial Autonomy and Self-Determination Conflict:

Opportunity and Willingness Cases from Bolivia, Niger, and Thailand (Barcelona:
ICIP, 2010). Lihat juga David Brown, “Peripheral Communities to Ethnic Nations:
Separatism In Southeast Asia.” (Pacific Affairs, 61:1, Spring 1988), him. 51-77.
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berada di tangan Gus Dur, dan pada saat itu Indonesia sedang
berusaha keluar dari krisis yang kalut.> Namun, justru di situlah letak
peran kepemimpinan Gus Dur, sehingga menarik untuk ditelaah.
Sebagai tokoh gerakan sosial Gus Dur justru berempati kepada sesama
warga negara. la berseberangan cara pandang dengan aparatur negara,
khususnya militer. Bagi pengusung cara pandang state-centric, dalam
konteks ini warga negara menjadi pihak yang bermasalah, dan oleh
karenanya solusinya adalah represi. Namun, bagi Gus Dur,
permasalahannya adalah pada cara negara dalam
mengkonseptualisasikan kewarganegaraan. Lokus permasalahannya
ada pada negara, bukan pada warga negara. Sekali lagi, situasi
uniknya adalah pimpinan negara memerintah dengan cara pandang
yang berlawanan dengan mainstream.

Dalam cara pandang state-centric, kewarganegaraan
didefinisikan secara sepihak oleh (aparatur) negara. Cara pandang ini
telah diberlakukan dalam waktu lama melalui sistem pendidikan,
administrasi  pemerintahan, penggunaan kekuasan negara dan
sebagainya. Bahkan, telah mencapai tataran hegemonic: tidak banyak
warga negara yang menemukenali ataupun merasakan kejanggalan-
kejanggalannya. Dalam cara pandang ini, negara tidak mungkin
merasa salah, padahal negara memonopoli hak memaksakan
kehendak.

Ketokohan Gus Dur sebagai pemimpin yang berani melawan
pandangan mainstream sudah banyak ditelaah, dan naskah ini tidak
bermaksud untuk mengulangnya. Justru karena keberaniannya
melawan mainstream itulah Gus Dur semakin mendapat tempat untuk
menjadi pemimpin alternatif. Oleh situasi krisis yang terjadi di
pertengahan tahun 1997, ketokohan Gus Dur dan keberaniannya
melawan mainstream semakin diperhitungkan, dan pada gilirannya
terpilin sebagai presiden. Kiprahnya sebagai tokoh pergerakan yang
sangat kental dengan visi kultural, memungkinkan dirinya

® Poltak Partogi Nainggolan, The Indonesian Military Response to Reform in
Democratic Transition: A Comparative Analysis of Three Civilian Regimes 1998-
2004 (Jakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, 2012) him. 11-12. Lihat juga
N. Chulte Nordholt, “Indonesia, A Nation-State in Search of Identity and Structure,”
(Leiden: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkkenkunde 157, KTLV, No. 4, 2001),
him. 881-901.
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menggunakan kesempatan yang dimiliki saat memimpin negara: visi
kewarganegaraan, bukan sekadar penguasa.

Riset ini dimaksudkan untuk membuktikan bahwa Gus Dur,
dalam Kkiprahnya sebagai presiden, dipandu oleh visi yang dalam
literature  diistilahkan  ‘kewarganegaraan  kultural  (cultural
citizenship).”* Dengan visi inilah Gus Dur menyikapi dan mengelola
fenomena yang, oleh kebanyakan orang, disebut gerakan separatis.
Kalaulah gejala tersebut harus disebut sebagai gerakan separatis,
sumber persoalannya bukan pada diri warga negara itu sendiri,
melainkan krisis kewarganegaraan. Cara pandang inilah yang diadopsi
Gus Dur dalam wusaha menyelamatkan Indonesia dari Kkrisis
kebangsaan dan krisis kenegaraan. Dengan kerangka pikir ini konflik
yang berlangsung hendak diurai dan dilerai. Posisi strategis Gus Dur
sebagai presiden memungkinkannya melakukan pengkerangkaan
ulang (reframing) ke-Indonesia-an dengan tujuan menjaga keutuhan
Indonesia.

Dari telaah keagamaan, apa yang ditempuh Gus Dur
mencerminkan praktik yang selama ini dilabeli sebagai post-
tradisionalisme Islam. Suatu cara pandang dan praktik yang
menekankan pada basis pengetahuan serta praktik Islam klasik dan
direaktualisasikan dalam tradisi yang hidup di dalam masyarakat
untuk merespons tuntutan kemodernan. Sebelum menjelaskan detail
manifestasi kedua gejala tersebut, riset ini bermaksud mencari tahu
keterkaitan antara visi kewarganegaraan dan menggejalanya post-
tradisionalisme Islam sebagai kontribusi penting dalam mengelola
konflik vertikal atau gerakan separatis di Indonesia. Imaji ke-lslam-an
dan spirit kewarganegaraan yang dijunjung tinggi oleh Gus Dur
memungkinkan konflik yang berlangsung lebih terkelola.

Telaah visi Gus Dur ini didasari oleh kesadaran bahwa
Indonesia pasca-Suharto mengalami perubahan dalam skala massif

* Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “Kewarganegaraan”
adalah kata benda yang berarti hal yang berhubungan dengan warganegara;
keanggotaan sebagai warga negara (http://kbbi.kata.web.id/kewarganegaraan). Kata
itu berbeda arti dengan “Kewargaan” yang berarti hal yang berhubungan dengan
keanggotaan sebuah organisasi atau kelompok, misalnya warga partai politik
(http://kbbi.kata.web.id/kewargaan/).
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dan membingungkan. Sebagaimana diketahui, Reformasi 1998 telah
membawa perubahan mendasar terhadap sistem politik Indonesia,
seperti sistem multipartai yang terbuka® dan otonomi daerah. Dalam
kondisi ini muncul tuntutan penyelesaian persoalan-persoalan
kedaerahan, dan kasus paling pelik warisan Orde Baru adalah konflik
yang memposisikan pemerintah pusat berhadap-hadapan dengan
tuntutan Papua merdeka dan Aceh merdeka.® Pada masa kepresidenan
Gus Dur, tuntutan merdeka kedua provinsi tersebut masih sangat
tinggi. Pada saat itu, semua warga negara sedang menikmati euforia
dalam berdemokrasi. Mereka kian leluasa menyampaikan tuntutannya
secara terbuka dan tidak lagi gentar dengan represi negara
sebagaimana pada masa Orde Baru. Lebih dari itu, sebelumnya sudah
ada preseden: Referendum Timor Timur (kini Timor Leste) di era
Presiden B.J. Habibie. Dengan preseden ini, Presiden Habibie
mengantarkan Timor Timur pada kemerdekaan. Kemerdekaan Timor
Leste telah memicu kuatnya tuntutan merdeka di kedua wilayah
tersebut.’

Visi kewarganegaraan yang berkembang di era pasca-
pemerintahan Presiden Suharto adalah visi emoh (tidak peduli) negara.
Dalam merespons kecenderungan itu diketahui bahwa keterbukaan
dan dialog telah dirintis sebelumnya oleh Presiden B.J. Habibie atas
kedua wilayah tersebut,® dan Presiden Gus Dur pun secara terstruktur

° Dengan tiga partai, sesungguhnya Orde Baru juga memberlakukan sistem
multipartai tetapi bersifat tertutup dimana rakyat tidak bisa dengan leluasa
mendirikan partai politik tanpa kontrol, dan bahkan tidak dimungkinkan sama sekali
kecuali atas inisiatif dari pemerintah.

® Ketika itu muncul pula tuntutan yang sama bagi daerah-daerah yang selama
Orde Baru merasa diperlakukan tidak adil, seperti Riau dan Kalimantan Timur. Lihat
Donald K. Emmerson, “Akankah Indonesia Bertahan?” dalam Donald K. Emmerson
(ed.), Indonesia Beyond Soeharto: Negara, Ekonomi, Masyarakat, Transisi (Jakarta:
Gramedia, 2001), hIm. 647-666.

7 1bid.

& Beberapa tulisan telah menyinggung tentang kronologi dan dinamika politik
konflik dan negosiasi regionalisme, khususnya Papua dan Aceh, di masa Paska
Suharto dan khususnya masa Habibie. Lihat, mislanya, Jacquest Bertrand,
Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia (Cambridge: Cambridge University
Press, 2004), khususnya him. 135-182. Lihat juga Michelle Ann Miller, Rebellion
and Reform in Indonesia: Jakarta’s security and autonomy policies in Aceh (NY.:
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melakukan hal yang sama. Namun, dalam komitmen Presiden Gus
Dur ada keperluan untuk memastikan tetap bersatunya Indonesia.’
Dibutuhkan keseriusan untuk menempuh pendekatan secara lebih
seksama, dengan empati dan dialogis, terhadap masyarakat kedua
wilayah tersebut guna mencari pemecahan konflik secara damai.

Pada pemerintahan Gus Dur pula Undang-undang Otonomi
Khusus Aceh dan Papua disusun secara intensif, meskipun kemudian
ditandatangani dan diundangkan pada era Presiden Megawati
Sukarnoputri. UU inilah yang kemudian mengikat, di satu pihak Aceh
dan Papua tetap menjadi bagian dari Republik Indonesia dan di lain
pihak pemerintah pusat harus menyerahkan hak otonomi kepada
masyarakat kedua wilayah tersebut. Hal ini memberi isyarat bahwa
langkah Presiden Gus Dur merupakan manifestasi pendekatan
kewarganegaraan kultural. Lebih dari itu, artikulasi ide ini saat berada
dalam posisi sebagai presiden menjadi langkah penting dalam mencari
penyelesaian secara damai di Papua dan Aceh. Pendekatan empatik
dan dialogis Presiden Gus Dur yang -untuk sementara- diduga sebagai
penanda diadopsinya visi kewarganegaraan kultual tampak dari
beberapa pengamatan.

Pertama, Presiden Gus Dur memperhatikan secara sungguh-
sungguh tradisi, budaya, dan kepercayaan kedua wilayah tersebut
sebagai bagian dari upaya penyelesaian konflik.*® Cukup alasan untuk
mempercayakan bahwa, isu budaya, agama, dan tradisi menjadi
pertimbangan utama dalam dialog dan membangun saling percaya
(trust) di antara pemerintah pusat dan kelompok yang, oleh
pemerintah Orde Baru, disebut separatis dan kepada masyarakat di
kedua wilayah tersebut pada umumnya. Pendekatan Presiden Gus Dur
terhadap ulama dan kalangan Islam tradisi di Aceh serta kepala suku

Routledge, 2009).

® TAP MPR No. 1V/1999 tentang GBHN menggariskan penyelesaian Aceh
dan Papua dengan penghormatan HAM dan desentralisasi namun tetap dalam
kerangka NKRI.

1% |krar Nusa Bhakti,

http://www.unisosdem.org/article detail.php?aid=2482&coid=3&caid=22&¢gid=3
(Diakses, 9 Mei 2014).
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atau etnis, tradisi, dan pemimpin agama Kristen dan agama lokal di
Papua sangat intensif dan menonjol.

Kedua, Presiden Gus Dur juga memperlakukan para aktivis
separatis sebagai warga negara yang sejajar (equality) dengan warga
negara lainnya dalam dialog. Sebaliknya, di masa Orde Baru para
anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Organisasi Papua
Merdeka (OPM) dianggap sebagai musuh negara yang tidak boleh
diperlakukan sama dengan warga negara Indonesia lainnya. Karena
itu, di masa Orde Baru pemerintah pusat melarang melakukan dialog
apa pun dengan mereka.

Ketiga, dengan menempatkan mereka sebagai warga negara
yang sejajar yang sedang menuntut keadilan, kemudian Presiden Gus
Dur melakukan dialog dan negosiasi secara langsung dan terbuka
antara GAM dan OPM dengan RI.* Keempat, Presiden Gus Dur juga
secara terbuka berniat mendirikan pengadilan HAM untuk mengadili
pelanggaran HAM masa lalu dan menghindari pengulangan di masa
depan.'? Dua kasus pelanggara HAM yang menonjol oleh pemerintah
dan aparat adalah dalam kasus Aceh dan Papua.

Kelima, Presiden Gus Dur juga untuk pertama Kkalinya
melibatkan kalangan luar negeri atau internasional dalam negosiasi
tersebut dengan pendekatan humanitarian, khususnya terhadap Aceh
dengan melibatkan Henry Dunant Centre for Humanitarian Dialogue
(HDC). Hal ini mengingat organisasi yang berpusat di Swiss tersebut
adalah organisasi dialog dengan pendekatan humanitarian. Pelibatan
fasilitator luar negeri atau internasional ini di masa Orde Baru
dianggap tabu karena hal itu dianggap melakukan internasionalisasi
konflik yang bersifat internal dan domestik. Presiden Gus Dur juga
memperbolehkan anggota OPM exile di masa Orde Baru untuk ikut
dalam pertemuan yang membicarakan masa depan Papua di tanah
Papua.

" HDC (Henry Dunant Centre), “Aceh Initiative: Internal Review”, Geneva:
HDC, 2003; Pater Neles Tebay, Wawancara 28 Juli 2014.

2 Robin L. Bush, Nahdlatul Ulama and the Struggle for Power Within Islam
and Politics in Indonesia (Singapore: ISEAS, 2009), him. 135-137.
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Keenam, dalam waktu yang sama, Presiden Gus Dur juga
melakukan apa yang oleh Donald K. Emmerson disebut sebagai
diplomasi payung (umbrella diplomacy). Diplomasi payung ini dapat
dilihat ketika Gus Dur melakukan diplomasi ke negara-negara lain,
terutama negara-negara tetangga dekat dan negara-negara berpengaruh
di dunia, untuk meyakinkan mereka agar tidak mendukung dan
mengakui dua wilayah yang sedang menuntut merdeka tersebut untuk
pisah dari Negara Republik Indonesia.® Sedangkan, ke dalam,
Presiden Gus Dur memberikan perlindungan, keleluasaan dan
kebebasan berbicara, serta negosiasi secara terbuka kepada mereka.
Meski demikian, ketujuh, Presiden Gus Dur memiliki keyakinannya
sendiri yang prinsipil dan batas kebijakan yang tidak bisa ditawar,
bahwa seluruh usaha dialog dan negosiasi terhadap kedua wilayah
tersebut harus berujung pada tetapnya Papua dan Aceh menjadi bagian
dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal yang terakhir
ini juga diungkapkannya secara terbuka kepada kedua perwakilan
wilayah tersebut.*

Durasi Gus Dur memimpin pemerintahan Republik Indonesia
yang singkat memang merepotkan pembuktian bahwa visi
kewarganegaraan yang diadopsinya memiliki kontribusi penting.
Lengsernya Gus Dur sebagai Presiden RI sebelum masa jabatan
selesai mengakibatkan pendekatan dan usaha penyelesaian secara
dialogis dan empatik atas konflik di Aceh dan Papua juga belum
tuntas. Namun demikian, cukup bukti untuk menegaskan bahwa
warisan fundamental pendekatannya masih berlaku hingga Kini.
Sebagian prinsip-prinsip dalam kebijakan Presiden Gus Dur yang
telah ditanamkan dalam dialog, negosiasi, dan penyusunan draf RUU
Otonomi Khusus (Otsus) kedua wilayah tersebut menjadi bagian dari

B Donald K. Emmerson, “Akankah Indonesia Bertahan?,” dalam Donald K.
Emmerson, ed., Indonesia Beyond Soeharto: Negara, Ekonomi, Masyarakat, Transisi
(Jakarta: Gramedia, 2001), hIm. 647-666.

' Dalam berbagai pembicaraan atau negosiasi, baik dengan perwakilan Aceh
maupun Papua, Presiden Gus Dur menekankan akan kesatuan RI dimana dalam
penyelesaian damai terhadap kedua wilayah tersebut harus menjadi bagian dari
wilayah Republik Indonesia. Kalimat yang sering terlontar darinya adalah berikan
apa yang menjadi tuntutan mereka (kedua wilayah tersebut) kecuali merdeka.
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isi UU Otonomi Khusus yang hingga sekarang masih berlaku. UU
Otsus tersebut adalah: UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua®® dan UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Aceh yang kemudian diperbaharui
dengan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Damai Aceh di Helsinki.

Dalam kaitan negosiasi terhadap tuntutan gerakan separatis,
diskursus dan praktik kewarganegaraan sangatlah penting. Isu yang
sangat sentral di sini adalah pemeliharaan ikatan statehood, ikatan
rakyat dengan negaranya. Upaya penyelesaian konflik secara damai
dapat dilakukan dengan merawat dan memperkuat ikatan
kewarganegaraan. Dalam konteks seperti ini, kepala negara yang
notabene juga kepala pemerintahan, justru harus memperkuat
empatinya terhadap sesama warga negara.

Kewarganegaraan adalah suatu konsep memperlakukan sama
dan setara (equality) bagi seluruh warga negara di sebuah negara
dengan mengabaikan perbedaan etnis, agama, sosial, jenis kelamin
dan pandangan politik.®® Namun pada praktiknya bisa terjadi
peminggiran dan diskriminasi disebabkan karena faktor-faktor politik
dan perbedaan identitas serta ketidaksetujuan terhadap sentralisasi.’
Demikian halnya di dalam Islam, diskursus kesetaraan warga negara
dalam suatu negara-bangsa sekalipun, masih problematik dan
kontroversial. Hal ini berkaitan dengan adanya tafsir atas konsep
ummah dan zimm7® di dalam Islam pada umumnya yang tidak sejalan
dengan konsep kewarganegaraan. Sementara itu, di Barat sendiri

' UU ini sekarang sedang didiskusikan untuk kemungkinan diubah menjadi
UU tentang Otonomi Khusus Plus bagi Provinsi Papua.

'® Bryan S. Turner, (ed.), Citizenship and Social Theory (Great Britain: Sage
Publication Ltd., 1993).

Y Bryan S. Turner, “Citizenship, Nationalism and Nation-Building,” dalam
Gerrard Delanty & Krishan Kumar, The Sage Handbook of Nations and Nationlism,
(London, California, New Delhi: Sage Publication Ltd., 2001), him. 225-236.

'® Kata ini bagian dari konsep kafir harbi dan kafir zimmi. Namun kafir harbi
memiliki konteks yang lain sehingga tidak dibahas di sini. Lihat, misalnya, Yasemin
Nuhoglu Soysal, “Changing Parameters of Citizenship and Claims-Making:
Organized Islam in European Public Sphere” (Theory and Society, 26: 2007), hlm.
509-527.
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konsep kewarganegaraan pasca-Perang Dingin juga mengalami
perubahan dari penekanan pada hak-hak individu ke hak-hak
kolektif.*® Dalam hal ini menarik untuk dikaji visi dan implementasi
Gus Dur sebagai presiden yang juga seorang ulama Muslim yang
memberikan kedudukan setara terhadap masyarakat dan eksponen
separatis Aceh dan Papua. Sementara mayoritas masyarakat Aceh
adalah Muslim, sedangkan mayoritas masyarakat Papua adalah
Kristiani dan kepercayaan lokal (local belief).

Dalam rentang masa pemerintahannya, Presiden Gus Dur
memerintah dalam masa yang sangat awal periode Reformasi. Masa
ketika elemen-elemen utama Orde Baru, seperti militer, birokrasi,
Golkar, dan partai politik masih sangat kuat. Elemen-elemen Orde
Baru tersebut juga ikut memainkan peranan dalam usaha
mengacaukan pendekatan Presiden Gus Dur tersebut di kalangan
masyarakat dan anggota gerakan kemerdekaan.?® Karena itu, sebagai
presiden, Gus Dur tidak bisa mengerahkan seluruh infrastruktur
negara dan pemerintahan untuk pencapaian kesuksesan kebijakannya
tersebut. Dalam hal ini Gus Dur lebih menonjol memainkan peranan
dan inisiatif pendekatan kultural dan personal kepada mereka sebagai
tokoh agama dan tokoh masyarakat di samping sebagai presiden.?
Dengan demikian, ada peran kepemimpinan dan pribadi Gus Dur yang
menonjol dalam usaha pencarian penyelesaian konflik tersebut.??

¥ Will Kymlicka, Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority
Rights (N.Y.: Oxford University Press, 1995), him. 34-48. Renalto Rosaldo,
“Cultural Citizenship in San Jose California” POLAR, (Department of Anthropology,
Stanford University, 1994, 17: 2), him. 57-63.

% Wimar Witoelar, No Regrets: Reflections of a Presidential Spokesman
(Jakarta: Equinox Publishing, 2002).

?! Greg Barton, Gus Dur the Authorized Biography of Abdurrahman Wahid
(Jakarta: Aquinox Publishing, 2002), him. 292-294.

2 Uraian tentang pemimpin dalam rekonsiliasi, lihat David Bargal,

“Leadership and Reconciliation,” dalam Yaacov Bar-Siman-Tov, From Conflict
Resolution to Reconciliation (New York: Oxford University Press, 2004), him. 125-
147.
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B. Rumusan Masalah

Penelitian ini memfokuskan pada upaya Presiden Gus Dur
dalam negosiasi penyelesaian konflik antara masyarakat Aceh dan
Papua dengan Pemerintah Republik Indonesia 1999-2001. Disertasi
ini berusaha menjawab tiga masalah pokok yang diajukan dalam
bentuk pertanyaan:

1. Bagaimana visi Gus Dur tentang Islam yang mendasari upaya
penyelesaian konflik Aceh dan Papua dengan mengadopsi
kewarganegaraan kultural?

2. Bagaimanakah implementasi visi Presiden Gus Dur dalam
kewarganegaraan kultural?

3. Mengapa Gus Dur mengadopsi kewarganegaraan kultural dalam
upaya penyelesaian konflik Aceh dan Papua?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang hendak disajikan dalam bentuk
deskriptif-analitis ini adalah untuk mencari penjelasan teoritik visi
kewarganegaraan Presiden Gus Dur dan bagaimana implementasinya
dalam usaha penyelesaian damai konflik Aceh dan Papua dengan
pemerintah RI dengan mengadopsi teori kewarganegaraan kultural.
Penelitian ini juga berusaha mencari jawaban, mengapa Presiden Gus
Dur mengadopsi kewaranegaraan kultural dalam penyelesaian Aceh
dan Papua tersebut. Sebagai sebuah kebijakan presiden, sebagian
besar hal itu sudah terekspos secara luas, baik di media massa maupun
pembahasan di berbagai diskusi dan riset. Namun, sejauh yang bisa
dilacak, penjelasan ilmiah hal tersebut masih terserak di berbagai
tulisan yang saling terpisah.

Ada sejumlah fakta dalam dinamika tersebut yang belum
terungkap sehingga sering menimbulkan salah pemahaman dalam
melihat peran Presiden Gus Dur dalam usaha damai Aceh dan Papua
serta sustainabilitasnya. Lebih dari satu setengah dekade setelah
kekuasaan Presiden Gus Dur itu berlangsung, sudah waktunya untuk
kembali menengok dengan perspektif yang lebih jernih dan objektif
terhadap peristiwa tersebut.



11

Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi bacaan akademik
dalam usaha penyelesaian Aceh dan Papua, serta juga memberikan
bahan pengalaman atas pergulatan pencarian solusi konflik Papua dan
Aceh dalam era transisi yang menentukan eksistensi Indonesia di
kemudian hari. Hal itu sekaligus mengevaluasi kesuksesan dan
kegagalan dalam usaha penyelesaian konflik secara dialogis dan
damai untuk perbaikan demokrasi di Indonesia mendatang. Lebih jauh
dari itu, temuan penelitian ini diharapkan menjadi bahan pembahasan
lebih lanjut dalam penyelesaian konflik vertikal di tempat lain.

D. Kajian Pustaka

Guna membantu melacak keterkaitan antara visi dan
implementasi dari Presiden Gus Dur, di sini akan ditelaah sejumlah
analisis yang telah dilakukan dalam khasanah literatur yang tersedia
serta pemikiran dan kegiatannya. Hal itu dilakukan untuk
mengerangkai pengelolaan konflik, khususnya konflik separatisme,
melalui kekuasaan yang dipegangnya. Berikut ini diinventarisasi
telaah sejenis yang telah tersedia dalam kepustakaan, baik dari simpul
kajian Islam, kajian pemikiran tokoh, kajian konflik, maupun kajian
sosial politik. Dari inventarisasi ini terlihat sejumlah kategori:

1. Man of Ideas

Sinyalemen bahwa Gus Dur memimpin pemerintahan, dan lebih
khusus lagi mengelola konflik dengan keranga pikir tertentu, bisa
dijustifikasi bahwa ia adalah man of ideas. Gus Dur dikenal sebagai
tokoh yang hampir-hampir tidak terkendala dalam mengartikulasikan
ide-idenya, bahkan yang kontroversial sekalipun. la juga dikenal
sebagai pemikir dan pemimpin yang selalu kritis. ® Hanya saja, ia
tidak pernah menulis pemikiran-pemikiran tersebut dalam bentuk
buku yang runtut dan utuh dalam menuangkan pemikiran-
pemikirannya tersebut. Tulisan atau artikulasi pemikiran itu tersaji

Z Munawar Ahmad, ljtihad Politik Gus Dur: Analisis Wacana Kiritis,

(Yogyakarta: LKiS, 2010). Benny Subianto, “Abdurrahman Wahid: The Maverick
Dissident Democrat,” dalam John Kane, Haid Patapan, and Benjamin Wong, ed.,
Dissident Democrats: The Challenge of Democratic Leadership in Asia, (New York:
Palgrave Macmillan, 2008), him. 165-188.
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dalam berbagai jurnal, media, rekaman pidato, dan seminar. Namun,
sebagian besar tulisan serta presentasinya tersebut pada akhirnya
dikumpulkan dalam bentuk buku kumpulan. Dengan kata lain,
pemikiran Gus Dur yang diartikulasikan merupakan hasil dialektika
dengan persoalan-pesoalan sosial dan politik yang menurutnya:
mengedepan. Pemikiran Gus Dur bisa didudukkan sebagai bagian dari
pemikiran Islam yang berkembang dan respons terhadap dinamika
masyarakat Indonesia.

Review dalam studi ini sebagian besar didasarkan pada enam
buku yang mengkodifikasi tulisan-tulisan Gus Dur, yaitu: pertama,
buku Prisma Pemikiran Gus Dur.?* Buku ini merupakan kumpulan
tulisan Gus Dur yang pernah dimuat di Jurnal Prisma yang bisa
dikatakan merupakan refleksi kritis secara mendalam dari pandangan
sosial politik dan keagamaan selama Orde Baru. Kedua, buku
Mengurai Hubungan Agama dan Negara.®® Buku ini secara
komprehensif mengumpulkan tulisan-tulisan Gus Dur dalam politik
dan ke-Islam-an, baik secara teoritik maupun pengamatan terhadap
perkembangan politik Indonesia. Ketiga, buku Islam Kosmopolitan:
Nilai-nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan.?® Buku ini
merupakan kumpulan tulisan Gus Dur terutama di berbagai Jurnal dari
tahun 1970-an hingga 1990-an. Keempat, buku Pergulatan Negara,
Agama, dan Kebudayaan.?” Buku ini secara khusus mengumpulkan
tulisan-tulisan Gus Dur tentang kebudayaan. Keempat buku di atas
sebagian kecil memuat tulisan Gus Dur secara tumpang tindih satu
dengan lainnya. Kelima, buku Islamku, Islam Anda, Islam Kita.”?®

# Abdurrahman Wahid, Prisma Pemikiran Gus Dur, (Yogyakarta: LKiS,
1999).

% Kacung Marijan dan Ma’mun Murod Al-Brebesy, ed., Mengurai Hubungan
Agama dan Negara, (Jakarta: Grasindo,1999).

?® Abdurrahman Wahid dalam Islam Kosmopolitan: Nilai-nilai Indonesia dan
Transformasi Kebudayaan, ed. Agus Maftuh Abegebriel dan Ahmad Suaedy,
(Jakarta: The Wahid Institute, 2007).

7 Abdurrahman Wahid dalam Penyunting Tim Desantara (ed.), Pergulatan
Negara, Agama dan Kebudayaan (Jakarta: Desantara, 2001)

2 Abdurrahman Wahid dalam Islamku, Islam Anda, Islam Kita, ed. M. Syafi’i
Anwar, (Jakarta: The Wahid Institute, 2006).
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Buku ini merupakan kumpulan tulisan-tulisan pendek Gus Dur di
berbagai media massa dalam rentang waktu yang cukup panjang yang
bersifat aktual sesuai dengan perkembangan sosial politik nasional dan
internasional. Keenam, buku Kumpulan Kolom dan Artikel
Abdurrahman Wahid Selama Era Lengser.?® Buku ini mengumpulkan
karya-karya Gus Dur setelah lengser dari kursi presiden hingga tahun
2002. Meski demikian, berbagai tulisan dan buku kumpulan lain
secara acak tetap menjadi acuan.®

Dalam keseluruhan telaah terhadap pemikiran dan aksi Gus Dur
yang terkumpul di dalam buku-buku tersebut bisa disimpulkan dalam
beberapa garis besar. Pertama, nilai spiritualitas keagamaan memiliki
posisi lebih tinggi daripada keformalan, baik dalam beragama maupun
dalam kehidupan sosial, politik, dan kebudayaan. Misi sosial, politik,
dan kebudayaan tidak hanya ditempatkan sebagai etos kerja tetapi juga
sebagai kewajiban keagamaan. Kedua, kepedulian dalam masalah
negara, kesamaan manusia, dan warga negara memiliki tempat yang
sangat penting di dalam pemikiran dan aksi Gus Dur. Ketiga, dalam
Islam dua poin di atas merupakan amanat bagi seorang pemimpin.
Tugas dan fungsi seorang pemimpin dalam Islam adalah memberikan
pelayanan bagi rakyat dengan tanpa kecuali (zasarrufu al-imam ‘ala
al-ra’yah manutun bi al-maslahah), terutama hak-hak dasar (a/-usul
al-khamsah). Keempat, Islam harus mentransformasi dirinya untuk
tujuan tersebut. Kelima, transformasi tersebut harus didasarkan pada
tradisi Islam Klasik dan tradisi yang hidup di dalam masyarakat,
sehingga tidak tercerabut dari misi awal ahlussunnah wal jamaah.
Meski demikian, Gus Dur memberikan peringatan bahwa kepedulian
pada tradisi jangan sampai mengungkung, sehingga membunuh
kreativitas yang diperlukan untuk merespons perubahan. Keenam,
pribumisasi Islam adalah simpul dari visi dan idenya tentang
perubahan dalam konteks Indonesia.

# Abdurrahman Wahid dalam Kumpulan Kolom dan Arikel Abdurrahman
Wabhid Selama Era Lengser, ed. Imam Aziz, (Yogyakarta: LKiS, 2002).

% Untuk melihat jumlah hampir semua karya Gus Dur, lihat Munawar
Ahmad, ljitihad Politik Gus Dur, 126-129.
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Sebagai man of ideas, Gus Dur dikenal gigih dalam
berpandangan, dan pada saat yang sama sangat sensitif terhadap
konteks. Karena pemikiran Gus Dur diyakini sebagai respons terhadap
persoalan-persoalan  yang mengedepan, sejumlah  pengamat
menganalisis langkah-langkah yang diambil. Terhadap kiprah Gus
Dur sebagai presiden, Marcus Mitezener®® dan Edward Aspinall®
menilai, bersamaan dengan kejatuhan Gus Dur dari kursi presiden
maka seluruh reformasi yang telah dirintis dan dilakukannya ikut
runtuh. Kejatuhan Gus Dur tersebut oleh Aspinall disimpulkan
disebabkan karena ketidakkonsistenan pada komitmen demokrasi dan
ketidaksediaannya mengambil langkah taktis untuk kompromi.
Namun, ketidaksediaan untuk berkompromi itu juga bisa dimaknai
sebagai keseriusannya untuk tidak larut dalam tindakan-tindakan
pragmatis, demi memperjuangkan apa yang diyakininya sebagali
kebenaran.

Dalam kegigihannya mengusung gagasan, Gus Dur tidak takut
“membayar” resiko-resikonya. Aspinall mengatakan bahwa sangat
sedikit reformasi yang dilakukan oleh Presiden Gus Dur, kecuali yang
sebelumnya sudah direncanakan oleh Presiden Habibie.*®* Maknanya,
Gus Dur sepakat dengan agenda reformasi itu sendiri, namun ia gagal
mengawalnya. Bagi Aspinall, hal itu disebabkan karena kesalahan Gus
Dur sendiri yang tidak mampu merangkul pendukungnya ketika naik
menjadi presiden. Sebagaimana nanti ditelaah lebih lanjut, ada
perbedaan pemikiran Gus Dur sebagai presiden dengan sejumlah
eksponen pemerintahan, utamanya TNI dan parpol-parpol. Kekokohan
dalam mempertahankan ide-idenya, harus dibayar dengan keberanian
untuk mempertaruhkan resiko politiknya.**

%' Marcus Miatzener, “Abdurrahman’s Indonesia: Political Conflict and

Institutional Crisis” dalam Grayzon Lloyd & Shannon Smith, Indonesia Today:
Challenge of History (Singapore: ISEAS, 2001), him. 29-44.

% Edwards Aspinall, “Semi-Opponents in Power: The Abdurrahman Wahid
and Megawati Soekarnoputri Presidency,” dalam Edward Aspinall & Greg Fealy,
Soharto’s New Orde and Its Legacy: Essays in Honour of Harold Crouch (Canberra
ACT: ANU E Press, 2010), him. 119-134.

% Edward Aspinall, Semi-Opponents in Power, 119-121.

3 Marcus Miatzener, Abdurrahman’s Indonesia, 29-44.
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Tidak mengherankan, Gus Dur tampil sebagai tokoh yang
kontroversial. Dalam mengusung gagasan, ia lebih peduli pada
substansi daripada prosedur penanganannya. Dalam konteks ini,
penting untuk dicatat, Mietzner menengarai bahwa Gus Dur banyak
menggunakan pendekatan non-prosedural atau personal dalam
reformasi, dan untuk itu, lebih mengandalkan ketokohan pribadinya.
Dalam reformasi TNI, menurut Mietzner, Gus Dur dicatatnya telah
mengabaikan struktur di dalam TNI ketika ia mendukung kelompok
reformis di dalamnya yang memancing konsolidasi kelompok
konservatif di dalam TNI. Hal itu mengakibatkan rencana reformasi
radikal di dalam TNI gagal dilakukan oleh Presiden Gus Dur.
Kenyataan ini menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara visi dan
tindakan politik Gus Dur. Dalam keadaan sulitnya mengelola
pemerintahan yang sedang terjebak dalam situasi krisis, bisa dicatat
bahwa Gus Dur tetap berkomitmen pada pemikiran yang
diperjuangkannya dengan menggunakan pendekatan ketokohannya.
Ketokohan itu sendiri adalah modalitas dalam berpolitik.

2. Karakter lde: Melampaui Dikotomi yang Mapan

Studi ini dilakukan dengan asumsi dasar bahwa apa yang
dilakukan Presiden Gus Dur tidaklah mudah diikuti oleh orang
kebanyakan karena tidak terpaku pada sistem dalam kategori
pemahaman umum. Kejernihan metodologi yang diadopsinya
membawa pada pemikiran yang melampaui kategorisasi yang mapan,
karena thinking out of the box. Dari berbagai kajian pemikiran Gus
Dur disimpulkan bahwa pemikiran dan praksis Gus Dur ketika
menjadi presiden tidak lepas dari latar belakangnya sebagai ulama
Islam dan kehidupannya sebagai aktivis sosial politik. Menurut
Esposito dan Voll,*® ketika menjadi presiden Gus Dur berhadapan
dengan beberapa arus, di samping otoritarianisme Orde Baru yang
masih  kuat, tuntutan perubahan (termasuk yang ekstrim
memanfaatkan keterbukaan), juga pandangan kritis dan penentangan
dari dalam kelompoknya sendiri.

% John L. Esposito and John O. Voll, Makers of Contemporary Islam
(Oxford: Oxford University Press, 2001), him. 209-210.
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Dalam studi ini akan diperlihatkan bagaimana sikap Gus Dur
ketika berhadapan dengan kaum radikalis dan formalis Islam yang
menginginkan integrasi Islam dan negara.*® Dari studi ini Esposito dan
Voll menilai Gus Dur memiliki kualifikasi sebagai “modern reformer
but not Islamic modernist.”®" Ketika berhadapan dengan keduanya,
studi tersebut menilai Gus Dur memiliki visi demokrasi dan Hak Asasi
Manusia (HAM) melalui transformasi keagamaan Islam.*® Dengan
visi itu, Gus Dur diyakini berada di luar dikotomi tradisionalisme vs
modernisme. Dalam pemikiran dan gerakan Islam, pemikiran Gus Dur
berada di luar atau beyond kategorisasi yang mempertentangkan
keduanya. Tradisionalis Islam umumnya mendasarkan pada teks-teks
klasik dengan mengabaikan dinamika dan tantangan kemonderan,
seperti isu negara-bangsa dan demokrasi. Sedangkan, kalangan
modernis cenderung mengabaikan warisan intelektual Islam klasik dan
lebih menekankan pada basis ideologis.*

Gus Dur dikenal sebagai tokoh yang berwawasan luas dan
terekspos pada berbagai pemikiran di dunia. Menurut Esposito, Voll,
dan Barton,® pemikiran Gus Dur mendasarkan pada warisan
intelektual Islam klasik dan sekaligus kontekstualisasi terhadap
kemodernan serta tradisi yang hidup di dalam masyarakat. Sejalan
dengan temuan Esposito, Voll, dan Barton tersebut disertasi ini
menggunakan istilah yang digunakan oleh Rumadi,* Kersten,* dan

% Ibid.
% bid., 209

% Lihat juga Robin L. Bush, Nahdlatul Ulama and the Struggle for Power
Within Islam and Politics in Indonesia, (Singapore: ISEAS, 2009), him. 135-137.

* Ibid.

40 Greg Barton, Gagasan Islam Liberal di Indonesia: Pemikiran Neo-
Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib dan Abdurrahman
Wahid 1968-1980, terj. Nanang Tahqiq (Jakarta: Paramadina, 1999).

1 Rumadi, Islamic Post-Traditionalism in Indoensia, Trans to English by
Rebecca Lunnon, (Singapore: ISEAS, 2015).

2 Carool Kersten, “Islamic  Post-Traditionalism:  Postcolonial ~and

Postmodern Religious Discourse in Indonesia,” (Shopia, DOI, 2015), him. 1-17.
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Gellner,*® sebagai post-tradisionalisme Islam. Menurut Rumadi, post-
tradisionalisme Islam melakukan transformasi dan revitalisasi, tetapi
tidak meninggalkan tradisi, sehingga di dalamnya terkandung
keberlanjutan dan perubahan.** Djohan Effendi menyebutnya sebagai

“a renewal without breaking tradition. ™

Dari literatur yang tersedia digambarkan bahwa justru karena
luasnya wawasan yang dimiliki, pemikiran Gus Dur terlihat sangat
kritis. Artinya, pemikiran yang dikemukakan memiliki berbagali
relevansi. Munawar Ahmad*® yang membahas pandangan politik Gus
Dur menyimpulkan bahwa visi politik Gus Dur memiliki daya kritis
terhadap kemapanan, namun ide-ide politiknya tidak lepas dari latar
belakang sosial politik antropologis dan juga kepentingannya
sendiri.*’

3. Memimpin:Menunjukkan Komitmen Pada Nilai-nilai

Perlu diikrarkan sejak awal bahwa Gus Dur bukan hanya
berperan sebagai pemikir, melainkan juga sebagai pemimpin. la
memimpin dengan karakteristik kepemimpinannya yang khas. Hal ini
berkaitan dengan caranya dalam melakukan tansformasi masyarakat
sesuai dengan visi yang dimilikinya. Benny Subianto menjuluki Gus
Dur sebagai pemimpin yang tidak konvensional (maverick) dalam
kategori dissident democrat.*® Sedangkan, Munawar Ahmad memberi
ciri sebagai seorang pemikir dan pemimpin yang selalu kritis terhadap
situasi mapan.*® Subianto menjelaskan bahwa Gus Dur adalah seorang

* Ernest Gellner, “Post-Traditional Forms in Islam: The Turf and Trade, and
Votes and Peanuts,” (Dedalus, 102:1 Winters, 1973), him. 191-206.

* Rumadi, Islamic Post-Traditionalism, 12-14.

* Djohan Effendi, A Renewal Without Breaking Tradition, The Emergence of
a New Discourse in Indonesia’s Nahdlatul Ulama During the Abdurrahman Gus Dur
Era (Yogyakarta: Interfide, 2008), him. 90.

6 Munawar Ahmad, Ijtihad Politik Gus Dur.

* Ibid.
“® Benny Subianto, “Abdurrahman Wahid: The Maverick Dissident
Democrat.”

* Munawar Ahmad, Ijtihad Politik Gus Dur.
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pemimpin demokrasi yang sering menentang kehendak kelompok
pendukung atau umatnya sendiri untuk tujuan mencapai Vvisinya
tersebut. Dalam lingkup NU dan pesantren, menurut Benny, Gus Dur
selalu menang melawan pengikutnya karena dirinya ditopang oleh
modal sosial yang kuat. Tidak hanya profesionalitas, tetapi juga tradisi
darah biru dan dalam komunitas yang kental. Namun, ketika Gus Dur
berhadapan dengan politik nasional, seperti ketika menjadi presiden,
diperlukan modal sosial yang lain, misalnya kemampuan adaptasi
dengan tuntutan pendukungnya. Masalahnya apakah dengan
kekalahan kepemimpinan tersebut kalah pula dalam rencana
transformasinya.

Pertemuan ide dengan praktik dalam diri Gus Dur dicatat oleh
Nainggolan,®® Jemadu,** dan Miller. > Nainggolan melihat pentingnya
pengaruh kebijakan Gus Dur yang dialogis dan empatik atau Miller
menyebutnya sebagai a non-military policy approach dalam
menghadapi gerakan separatisme.®® Hal ini sangat kontras dengan
gaya berpolitik institusi-institusi yang terlibat dalam pengelolaan
konflik, yang selalu berkerudung di balik jargon-jargon formalistik.
Cukup banyak bukti bahwa Gus Dur bersungguh-sungguh berpihak
pada supremasi sipil. Untuk itu, ia mengontrol peran TNI dan unsur-
unsur Orde Baru, termasuk di dalamnya adalah keluarga Cendana.>
Sikap politik TNI, dalam studi-studi yang sudah ada, misalnya

%Poltak Partogi Nainggolan, The Indonesian Military Response to Reform,
hlm. 11-12; Octavianus Mote dan Danilun Rutherford, “From Irian Jaya to Papua:
The Limits of Primordialism in Indonesia’s Troubled East,” (Jurnal Indonesia 72,
October 2001), hlm.115-140. Lihat juga Aleksius Jemadu, “Democratisation, the
Dillema of Nation-Building in Post-Suharto Indonesia: Case of Aceh.” (Asian
Ethnicity, Volume 5, Number 3, October 2004a), him. 328-230.

* Aleksius Jemadu, “Democratisation, the Indonesian Armed Forces and the
Resolving of the Aceh Conflict,” dalam Antony Reid, Verandah of Violence: The
Background to the Aceh Problem (Singapore: NUS Publishing, 2004).

%2 Michelle Ann Miller, Rebellion and Reform in Indonesia: Jakarta’s
Security and Autonomy Policies in Aceh (New York, Roudledge, 2009).

%% |bid., 74.

> Poltak Partogi Nainggolan, The Indonesian Military Response to reform,
11-12.
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Kingsbury,>® Sukma,®® dan Schulze *" sebetulnya menjadi tempat

untuk menyembunyikan kepentingan TNI atas berlanjutnya konflik
daerah, seperti di Aceh dan Papua, yang menjadi bagian dari
pembiayaan operasional TNI serta keuntungan pribadi bagi para
jenderalnya. Kingsbury menambahkan, perlawanan itu juga
disebabkan karena para pemimpin TNI beranggapan bahwa pemimpin
sipil tidak kapabel, mudah terpecah belah, dan terperangkap pada
sektarianisme.®® Hal terpenting yang perlu dicatat dari Gus Dur di sini
adalah tiadanya kemungkinan TNI untuk dijadikan instrumen dalam
mewujudkan pemikirannya. Karena itu, Gus Dur pun menggunakan
kekuatan politik cadangan, yaitu ketokohan pribadinya.

Perlu diingatkan bahwa Gus Dur memimpin Indonesia pada saat
negara sedang menggenjot perubahan radikal. Nainggolan lebih jauh
menunjukkan bahwa kerugian material (kuantitatif) TNI disebabkan
karena reformasi radikal sektor keamanan (security sector) yang
mendasarkan pada supremasi sipil dan profesionalisme TNI oleh
Presiden Gus Dur, sehingga hal ini memancing reaksi kemarahan dari
TNI konservatif dan korup.59 Sementara Miller,® Jemadu,®* Sukma,®?
dan Schulze®® menunjukkan kepentingan bisnis keamanan TNI di

* Damien Kingsbury, Power Politics and the Indonesian military (London &
N.Y.: Roudledge Curzon, 2003).

% Rizal Sukma, Security Operations in Aceh: Goals, Consequences, and
Lessons (Washington: East-West Center Washington, 2004).

* Kirsten E. Schulze, “Insurgency and Counter-Insurgency: Strategy and the
Aceh Conflict, October 1976-May 2004 dalam Antory Reid, Verandah of Violence:
The Background to the Aceh Problem, (Singapore: NUS Publishing, 2006).

% Damien Kingsbury, Power Politics, 8-9.
%9 poltak Partogi Nainggolan, The Indonesian Military Response, 143-146.
8 Michelle Ann Miller, Rebellion and Reform in Indonesia, 2-3.

81 Aleksius Jemadu, “Democratisation, the Indonesian Armed Forces and the
Resolving of the Aceh Conflict,” dalam Antony Reid, Verandah of Violence: The
Background to the Aceh Problem (Singapore: NUS Publishing, 2004).

%2 Rizal Sukma, Security Operations in Aceh.

8 Kirsten E. Schulze, “Insurgency and Counter-Insurgency: Strategy and the
Aceh Conflict, October 1976-May 2004 dalam Antory Reid, Verandah of Violence:
The Background to the Aceh Problem, Singapore: NUS Publishing, 2006.
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Aceh, maka Mote dan Rutherford® serta Peter King® menunjukkan
adanya kesamaan pandangan dan backing antara Wakil Presiden
Megawati dengan TNI dalam usaha menggagalkan pendekatan damai
oleh Gus Dur atas Papua. Kecurigaan Wakil Presiden Megawati dan
sebagian TNI garis keras di lingkarannya terhadap pendekatan
dialogis Gus Dur disebabkan karena sikap terbuka Presiden Gus Dur
terhadap masyarakat Papua dan Aceh. Gus Dur memang hendak
mengubah sistem politik ke arah supremasi sipil dengan tanpa
melemahkan TNI, melainkan mendorong TNI lebih profesional.66

4. Memimpin Secara Empatik: Acuan Mengelola Konflik

Sejauh ini tidak banyak, kalaulah ada, kajian terhadap visi
kepemimpinan Presiden Gus Dur yang dikaitkan langsung dengan
pengelolaan koflik separatis. Namun, dari narasi di atas terlihat bahwa
dalam memimpin Indonesia Gus Dur mengkombinasikan pendekatan
kultural dengan mengedepankan hubungan pribadi dan dalam
berkomunikasi menggunakan kedudukannya sebagai presiden. Gus
Dur menempatkan dirinya sebagai warga negara, sebagaimana warga
negara yang lain, yang karena proses politik kemudian ia bertanggung
jawab atas tegaknya visi kewarganegaraan. Hal ini tercermin dari
obsesinya untuk menegakkan supremasi sipil. Gus Dur memberikan
jaminan hak-hak berekspresi dan berkumpul serta rasa aman kepada
masyarakat di Aceh dan di Papua dalam dinamika politik dan tuntutan
mereka di masa reformasi. Namun, bagi TNI dan sebagian politisi
yang kontra, pendekatan Gus Dur tersebut dianggap sedang

* Octavianus Mote dan Danilun Rutherford, From Irian Jaya to Papua, him.
115-140.

% Peter King, “Morning Star Rising? Indonesia Raya and the New Papuan
Nationalism,” Indonesia, (Cornell University, 73, April 2002), him. 83-127. Lihat
juga Pekei, Gus Dur dan Masa Depan Papua: Hidup Damai Lewat Dialog (Jakarta:
Pusataka Sinar Harapan, 2013).

% |bid. Juga Aleksius Jemadu, Democratisation, the Indonesian Armed
Forces. Wawancara dengan Moh. Mahfud MD, 28/01/2016. Lihat juga Octavianus
Mote dan Danilun Rutherford, From Irian Jaya to Papua, 115-140.
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memberikan angin bagi gerakan kemerdekaan.®” Disertasi ini hendak
menunjukkan bahwa jaminan kebebasan berekspresi dan berkumpul
yang diberikan Gus Dur kepada masyarakat Aceh dan Papua justru
mendorong terumuskannya aspirasi yang genuine dan membangun
saling percaya (trust building) antara pemerintah pusat dengan
masyarakat Aceh dan Papua. Jaminan kebebasan berekspresi dan
berkumpul itu juga sekaligus memperkuat peranan masyarakat sipil. *®

Ikrar Nusa Bhakti menunjukkan perbedaan pendekatan Presiden
Gus Dur dengan presiden yang lain dalam merespons persoalan
Papua. Pendekatan di sini adalah pendekatan yang mencoba
menundukkan masyarakat Papua secara psikologis dan kultural.
Presiden Gus Dur, menurut Ikrar, menggunakan pendekatan kultural
dalam membangun kepercayaan (trust) masyarakat Papua mengingat
gejolak Papua sesungguhnya berakar dari ketidakpercayaan (distrust),
atau lebih tepatnya ketidaksalingpercayaan antara masyarakat Papua
dan pemerintah.® Ikrar menulis:

“Presiden Gus Dur menerapkan pendekatan yang berbeda
terhadap kasus Irian Jaya maupun Aceh. Presiden Gus
Dur bukan saja memberikan dana bagi diadakannya
Kongres Nasional Papua II pada Mei 2000, tetapi juga
mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua ....” "

Muhammad Yusran Halmin’* melihat bahwa meskipun ada
kesalahan tertentu dari kebijakan Presiden Gus Dur sebagimana
presiden sebelumnya, namun pendekatan yang dilakukannya telah

®” Octavianus Mote dan Danilun Rutherford, From Irian Jaya to Papua, 115-
140. Peter King, “Morning Star Rising? Indonesia Raya and the New Papuan
Nationalism, 83-127.

% Ibid.

69 Ikrar Nusa Bhakti,
http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=2482&coid=3&caid=22&gid=3
(Diakses, 9 Mei 2014).

" Ibid. Sesungguhnya, penggantian nama dari Irian Jaya menjadi Papua telah
dilakukan Presiden Gus Dur pada 31 Desember 1999.

" Muhammad Yusron Halmin, “The Implementation of Special Autonomy in
West Papua, Indonesia: Problems and Recommendations,” California: Tesis pada
Naval Postgraduate School Monterey California, 2006, (tidak diterbitkan).
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membawa perubahan yang signifikan untuk tujuan perdamaian dan
kesetaraan. Kebijakan itu berbeda dengan kebijakan sebelumnya,
terutama berkaitan dengan lahirnya UU Otonomi Khusus UU Nomor
21 Tahun 2001 yang memberikan hak dan demokrasi kepada rakyat
Papua. Halmin menulis:

“Although Gus Dur, like his predecessor, made political
blunders, there were a number of political development that
changed the course of politic in Indonesia. A number of
developments have also taken place with regard to West
Papua issue and ultimately resulted in the introduction of a
policy of special autonomy.”"?

Proses dan hasil yang sama terjadi pada Aceh dengan dibahasnya
RUU Otonomi Khusus Aceh.

Disertasi ini hendak menegaskan bahwa pendekatan kultural
Presiden Gus Dur berimplikasi langsung pada sistem dan akomodasi
politik kelompok separatis Aceh dan Papua melalui kewarganegaraan
kultural yang sebelumnya tereksklusi dan terdiskriminasi.

E. Kerangka Teoritik: Mengoreksi Visi Kewarganegaraan dan
Meredam Tuntutan Merdeka

Dari paparan di atas diketahui bahwa Gus Dur memimpin
Indonesia dalam tatanan hegemonic, yang belum terbongkar oleh
proses heboh: reformasi. Reformasi terjebak dalam budaya bernegara
yang mengandaikan negara dengan serta-merta berubah karena rakyat
menuntut perubahan dalam reformasi. Namun, hal yang tidak disadari
adalah, baik aparatur negara maupun warga negara, sebetulnya sama-
sama terjebak dalam cara berpikir yang state centric. Hal ini, tentu
saja menyulitkan Gus Dur memimpin Indonesia keluar dari Kkrisis, dan
apa pun yang dilakukannya juga tidak akan tuntas mengubah keadaan.
Gus Dur harus bernegosiasi dengan ketidaksadaran yang begitu
meluas, dan juga mendalam.

2 1bid., 33.
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1. Berpretensi Menjadi Gus Dur

Tulisan ini dibuat dengan pretensi sebagai Gus Dur yang
membaca persoalan dan mencari solusi yang masuk akal. Dengan
meniti butir-butir pemikiran teoritik yang ada, studi ini berusaha untuk
menyimulasikan keadaan. Sebagaimana telah ditemukenali dalam
review, langkah Gus Dur tidak selalu sejalan dengan pemikiran
mainstream.

Inkonsistensi dalam memandang persoalan di kalangan
penyelenggara negara sepertinya menjadikan negara tidak sensitif
terhadap ketidakadilan yang dilakukan, dan warga negara juga tidak
segera sadar bahwa sumber persoalannya adalah kerancuan konsep
kewarganegaraan. Dalam konteks Papua dan Aceh ada artikulasi
kemarahan, yang berbuntut perlawanan. Isi tuntutan yang mereka
ajukan adalah koreksi terhadap ketidakadilan, dan alamatnya adalah
ke negara, dalam hal ini pemerintah nasional. Sangat boleh jadi,
tuntutan merdeka merupakan artikulasi strategi high call, agar koreksi
yang berlangsung cukup mendasar setelah ada kompromi di sana sini.

Negara, apalagi setelah mengusung jargon ‘NKRI harga mati,’
sangatlah sensitif terhadap tuntutan merdeka. Adanya pernyataan
makar sudah cukup menjadi dasar untuk menghabisi setiap gerakan
yang muncul. Tetapi, apa salahnya kalau ketidakadilan yang
dikeluhkan memang benar adanya. Di sini, perlu kiranya dilakukan
penapisan persoalan. Kalaulah ada yang memang mati-matian
memperjuangkannya, ada juga alasan untuk memperlakukan tuntutan
merdeka, berarti ada artikulasi kemarahan. Dalam konteks inilah Gus
Dur merespons konflik separatis di Papua dan Aceh.

Sebagaimana dibuktikan dalam di bab-bab berikut, Gus Dur
membaca persoalan Aceh dan Papua sebagai persoalan
kewarganegaraan. Karena pangkal persoalannya adalah visi
kewarganegaraan, maka solusinya adalah koreksi terhadap visi
tersebut. Tantangannya, visi yang diadopsinya tidak populer. Karena
itu, penelitian ini harus menurut jalan pikiran Gus Dur, manakala visi
kepemimpinannya bertolak belakang dengan visi yang populer, yang
operasionalisasinya justru akan semakin memperburuk keadaan.
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Sebetulnya, istilah kewarganegaraan merujuk pada empat hal
yang berbeda-beda, namun saling tekait. Dari review yang dilakukan
Stokke, keempat hal yang dirujuk itu adalah: (1) kewarganegaraan
sebagai status hukum; (2) kewarganegaraan sebagai keanggotaan atau
afiliasi; (3) pengakuan hak-hak; dan (4) partisipasi sebagai ekspresi
kewarganegaraan.’® Karena merujuk pada aspek yang berbeda-beda,
dan masing-masing memang penting adanya, maka pembahasan dan
aktualisasi ide kewarganegaraan perlu menjangkau keempat-
empatnya. Ketika dipraktikkan, keempat-empatnya saling mengisi dan
saling mengorbankan.

Oleh karena itu, aktualisasi yang ideal adalah yang sanggup
mengoptimalkannya.” Ketika dipetakan dengan cara tersebut, visi
kewarganegaraan yang dominan di Indonesia adalah formalistik.
Dalam hukum besi sistem negara dan pemerintahan, kepedulian
negara pada warga negara hanya pada tataran formalistik. Seluruh
formalitas tersebut berada di tangan negara atau pemerintah, dan
warga negara hanya mengikuti apa kata pemerintah, untuk bisa
menjadi warga negara yang baik. Negara diberi legitimasi yang sah
untuk menentukan dimensi-dimensi tersebut, namun justru menjadi
persoalan manakala komitmen negara hanya berhenti sampai di situ.
Dalam negara yang otoritarian atau konflik, negara bisa menentukan
sesuai dengan arah pemerintahannya. Orientasi penyeragaman dalam
sistem kewarganegaraan mainstream dan penentuan indikator
kewarganegaraan dilakukan oleh pemerintah. Penentangan terhadap
penyeragaman tersebut bisa melahirkan keabsahan aparatur negara
untuk melakukan pemaksaan dan kekerasan yang mengakibatkan
eksklusi dan diskriminasi.”

Dalam pandangan mainstream, suatu bangsa atau negara-bangsa
hampir selalu dilihat sebagai suatu habitus yang tunggal. la

™ Kristian Stokke, “Politics of Citizenship: Towards an Analytical
Framework,” dalam Politics of Citizenhsip in Indonesia, eds. Eric Hiariej and
Kristian Stokke, (Jakarta: Obor, 2017), hIm. 25-32,

™ Ibid.

™ Lihat, misalnya, Hannah Arendt, “The Declaine of the Nation-State and the
End of the Rights of Man, 1951,” dalam Sian Lazar, The Anthropology of
Citizenship: A Reader (Oxford: Wily Blackwell, 2013), him. 38-39.
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melahirkan aturan yang seragam, disiplin, dan menuntut kepatuhan.
Rezim kewarganegaraan mainstream yang dianut oleh negara dan
pemerintahan bisa berupa habitus yang menindas terhadap habitus
lainnya yang berbeda. Ciri kewarganegaraan mainstream adalah
mementingkan formalitas dan indikator formal yang menjadi syarat
bagi penunaian hak-hak dasar lainnya; lebih menekankan pada hak-
hak individu daripada hak-hak kolektif; klaim hak kontrol atas
identitas nasional yang seragam; serta pemberian legitimasi pada
negara sebagai pusat pengendali kewarganegaraan.”®

Dalam studi ini ikatan kewarganegaraan (bisa dibahasakan
dengan istilah lain: nationhood) yang terawat dalam skala sub-
nasional, justru menjadi basis penggalangan perlawanan. Represi yang
dilakukan negara terhadap cara pandangnya sendiri ini harus diakhiri,
meskipun tidak mudah. Cara berpikir kolektif yang seragam dan tidak
disadari kesahalannya ini, oleh Pierre Bourdieu disebut sebagai
habitus dan oleh Faucault disebut sebagai governmentality. Dalam
konteks ini, pengelolaan konflik separatis di Papua dan Aceh
mengharuskan Gus Dur keluar dari kungkungan cara berpikir lama,
yang justru menjadi sumber konflik itu sendiri. Perubahan dalam
bingkai habitus ini digalang Gus Dur dengan caranya sendiri. Dalam
studi ini, hal itu dilabeli sebagai penegakan visi kewarganegaraan
kultural.

Visi semacam ini konsisten dengan kenyataan bahwa
Indonesia sendiri secara historis memiliki kekhasan dalam kebinekaan
dan  multikulturalisme.””  Kebijakan = penyeragaman  telah
menyingkirkan tradisi lokal dan juga menghilangkan ciri-ciri nasional
dari kebinekaan dan multikulturalisme tersebut. Tetapi, menurut
Shekhar,” betapa pun kebinekaan dan multikulturalisme menjadi
tradisi bagi masyarakat Indonesia, namun hal itu tidak bisa dianggap

® Sian Lazar, “Introduction,” dalam Sian Lazar, The Anthropology of

Citizenship: A Reader (Oxford: Wily Blackwell, 2013), him. 1-22.

" Vibhanshu Shekhar, The Politics of Islam, Nation Building and
Development: Ethnic Volence and Terrorism in Indonesia (New Dehli: Dinamica
Publishers, 2011).

™ Ibid., 15-17.
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sebagai sesuatu yang given. Karena itu, karakter tersebut bisa berubah
dan memudar, baik disebabkan oleh dinamika di dalam seperti
pergeseran masyarakat, maupun karena kebijakan pemerintah dan juga
pengaruh dari luar. Dengan demikian, penghormatan terhadap tradisi
lokal sesungguhnya adalah mengembalikan tradisi Indonesia itu
sendiri yang terkikis karena perubahan-perubahan tersebut. Pemberian
kepercayaan diri oleh Presiden Gus Dur adalah mengembalikan
kebanggaan pada tradisi yang mereka miliki. Hal ini melengkapi
komitmen Gus Dur terhadap pentingnya tradisi dalam transformasi
masyarakat dan reformasi Indonesia. Dalam konteks ini, tertib politik
yang menjadikan Indonesia tetap bersatu dikemas dalam konsep yang
sangat dahsyat pengaruhnya. Namun, konsep itu tidak lagi
dipersoalkan, karena justru watak hegemoniknya. Konsep itu adalah
‘Indonesia sebagai negara-bangsa (nation-state).” Pengakuan terhadap
kedudukan dan arti penting warga negara, yang tidak lagi terpaku pada
pemaknaan lama yang state-centric, justru memberikan kejelasan pada
apa yang telah dilakukan Gus Dur.

Sebagai sebuah nation-state  Indonesia membutuhkan
pemikiran yang menyeluruh, tidak parsial. Corak tersebut sejalan
dengan kecenderungannya untuk state-centric dan society-centric,
sehingga pemikiran tersebut bisa mengedepankan statehood dan abai
terhadap kewarganegaraan. Tidak tertutup kemungkinan juga obsesi
untuk mengedepankan warga negara bisa-bisa menjadikan gagal
paham tentang apa yang negara hisa/seharusnya kerjakan. Dari corak
pemikiran yang di-review di bagian sebelumnya, pemikiran Gus Dur
menjangkau kedua-duanya. Pemikirannya terasa kontroversial, lebih
karena keberaniannya berbeda pandangan dengan mainstream, bukan
karena abai terhadap negara. Kecenderungan untuk melebih-lebihkan
arti penting represi, justru akan menjadi insentif untuk mereka.
Sebaliknya, dengan mengedepankan cita kewarganegaraan yang lebih
menghormati warga negara itu sendiri, tuntutan merdeka justru
tergembosi. Rute pembuktian ini disajikan secara lebih detail berikut
ini.
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2. Bercokolnya State-Centrism: Kerancuan Nuansa
Kewarganegaraan

Dalam studi ini, konsep nation-state dipinjam sebagai jembatan
logika untuk memahami konstruksi pemikiran kewarganegaraan
(citizenship) Gus Dur pada saat merespons tuntutan ‘merdeka’ dari
warga negaranya sendiri. Tuntutan merdeka ini niscaya tidak bergulir
manakala negara terkelola dengan baik, karena negara
mendedikasikan Kinerjanya untuk warga negaranya. Lebih dari itu,
konflik yang berlangsung semakin tidak governable manakala ada
kesalahan mendasar dalam cara merumuskan kewarganegaraan
warganya. Konflik juga tidak akan mencapai tataran yang selama ini
ada manakala tidak ada yang salah dalam mengartikulasikan
kewarganegaraan.

Ketika membayangkan Indonesia sebagai sebuah nation-state,
secara harfiah, ada dua istilah yang sama-sama penting. Nation
(bangsa) dan state (negara). Keduanya hendak diwujudkan sebagai
suatu kesatuan. Indonesia dibayangkan sebagai satu bangsa yang
terkelola sebagai satu negara, berikut sistem birokrasi pemerintahan
yang dioperasikan untuk itu. Pertanyaan yang penting di sini bukanlah
perlu tidaknya Indonesia hadir sebagai nation state, melainkan
bagaimana statehood Indonesia harus dibicarakan manakala artikulasi
nationhood tidak memadai.

Konsep nation-state berakar dari tradisi Eropa yang dibawa ke
kawasan yang sekarang ini bernama Indonesia untuk menggelar
kolonialisme. Dengan konsep inilah pemerintah kolonial menjalankan
praktik kolonialistik. Wilayah kerja yang sekarang ini disebut sebagai
yurisdiksi pemerintahan Indonesia sejatinya adalah bekas teritori
pemerintahan Hindia Belanda. Memang tidak bisa diingkari adanya
gerakan nasionalisme yang mengantarkan Indonesia pada pernyataan
kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Tetapi, tidak bisa
dipungkiri pula dalam menentukan wilayah negara adalah dengan
menentukan tapak teritorial dari praktik kolonialisme. Ketika
mencanangkan kemerdekaan Indonesia, para nasionalis sejatinya
merebut kekuasaan dari Negara Belanda, namun tidak ada bukti
bahwa dalam cara bernegara (menjalin relasi dengan warga negara)
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telah betul-betul melepaskan diri dari cara berpikir kolonial. Yang
diikrarkan dalam proklamasi adalah ‘pemindahan kekuasaan’ bukan
cara menggunakan kekuasaan.

Selama ini, negara yang menetapkan kurikulum pendidikan
dasar hingga pendidikan tinggi dan wacana yang direproduksi adalah
wacana yang mematuhkan warga negara di hadapan negara. Alur
pewacanaan yang sebaliknya sangatlah jarang, kalau toh ada. Kontrol
publik, termasuk encouragement untuk memprotes kesalahan negara
tidak dirancangkan secara khusus. Jika ada, itu adalah tapak dari
gerakan politik warga, bukan pendidikan yang secara baku dirancang.
Dengan kata lain, kewarganegaraan berangkat dari asumsi bahwa
Indonesia memiliki penduduk, dan kepatuhan penduduk pada
penguasa adalah hal yang esensial. Penduduk ini (seharusnya disebut
warga negara) adalah objek kekuasaan negara, bukan penentu apa
yang boleh/terlarang bagi negara dan bukan pula penentu isi kebijakan
publik. Hal ini adalah tapak dari kuatnya statehood, dan lemahnya
nationhood dalam konstruksi resmi kewarganegaraan.

Dalam pemaknaan yang lebih demokratis, negara dan warga
negara menjalin relasi timbal-balik.

“Citizenship may be conceptualized as a bundle of rights
and obligations that formally define the legal status of a
person within a state. This formal status is important
because it is from this legal basis that individual citizens
claim entitlements to national resources through such
institutional arrangements as retirement, unemployment
provisions, social security and welfare. There is an
important reciprocal relationship between the possession
of citizenship status and community membership.
Because the modern state has been typically a national
state, citizenship is derived ultimately from membership
by birth within an ethnic community, where the
entitlement to citizenship is typically inherited from
parents.”’

79 Bryan S. Turner, “Outline of General Theory of Cultural Citizenship”,
Culture and Citizneship, Sage Publication, 2001.
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Keseimbangan hubungan timbal balik ini tidak menjadi tuntutan
manakala pemerintahan berlangsung dalam tatanan otoriter yang
memiliki dan memanfaatkan technology of truth.*® Ketika Presiden
Gus Dur hendak menegakkan kerangka pikir untuk merespons
tuntutan merdeka dari Papua dan Aceh, yang harus dilakukan adalah
menyiapkan dan menggunakan technology of truth yang sanggup
menandingi, kalau bukan mendekonstruksikannya.®*

Melalui teknologi penentu kebenaran cara
memandang—misalnya kurikulum pendidikan—uwarga negara berhasil
dinormalkan sebagai objek, bukan subjek, administrasi pemerintahan.
Karena itu, yang dihadapi administrator adalah ‘penduduk’ (sebagai
entitas demografis), dan kalaulah ada nilai-nilai kewargaan yang
hendak ditegaskan, penentunya adalah negara (dalam hal ini aparat
birokrasi). Dalam banyak kasus, ketertiban dalam paperwork lebih
dikedepankan dari para penghormatan terhadap diri yang otentik:
warga negara. Warga negara bisa saja kehilangan hak di depan negara
gara-gara administrator yang gagal mengadministrasikannya.
Tiadanya KTP membuat warga negara tereksklusi dari pelayanan
publik yang diselenggarakan negara, kehilangan hak pilih dan
sebagainya. Dalam tatanan ini, negara menjalin relasi dengan
warganya melalui reproduksi wacana, yang polanya ajeg (terus
berulang tanpa gugatan). Padahal, dalam tatanan yang seimbang,
makna kewarganegaraan itu selalu dikontestasikan.®?

Technology of truth yang beroperasi telah menghilangkan
kesadaran praktik dominasi. Pembelaan terhadap warga negara,
dengan demikian, adalah membawa keluar dari tatanan dominatif. Hal
ini juga menunjukkan bahwa kewarganegaraan adalah produk dari

80 Toby Miller, Technologies of Truth: Cultural Citizenship and the Popular
Media, (Minmeapolis: University of Minnessotta Press, 1998).

81 Janice McLaughlin, Peter Phillmore and Dianne Richardson (eds.),
Contesting Recognition: Culture, Indentity and Citizenship, (Hampshire: Palgrave
Macmillan, 2011).

82 Ruud Koompans, Paul Statham, Maro Giugni, Florence Pasy (eds.),
Contesten Citizenship: Imigration and Cultural Diversity in Europe, (Minmeapolis:
University of Minnessotta Press, 2005).
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proses kultural setempat. Memperjuangkan warga negara juga
mendiskusikan kelompok marjinal atau minoritas yang terpinggirkan
atau tereksklusi yang berjuang merebut tempat untuk kesetaraan
berhadapan dengan kelompok dominan yang mengeksklusi.®* Dalam
kentalnya nuansa kultural ini, kewarganegaraan merangkai aspirasi-
aspirasi  yang mirip. Dalam wajahnya yang demikian,
kewarganegaraan  bisa  bersifat  multikultural ~ (multicultural
citizenship),®* dan cara kerjanya inklusif (inclusive citizenship).®
Untuk mendalaminya, perlu kepiawaian dalam antropologi (the
anthropology of citizenship).2® Semuanya memiliki kesamaan dalam
dua hal: pertama, memberikan perhatian kepada kelompok tereksklusi
namun memiliki fokus yang berbeda, misalnya antara kelompok
rentan pada umumnya dan secara khusus kelompok minoritas. Kedua,
mereka memiliki kesamaan dalam memberikan tekanan kepada hak-
hak kolektif daripada hak-hak individual %’

Dalam pertarungan kekuasaan ini kewarganegaraan kultural
adalah habitus tertindas yang hendak merebut kekuasaan kesetaraan.
Karena itu, habitus ini harus melakukan sosialisasi untuk akumulasi
modalitas. Karena tidak mungkin mendapatkan modalitas dari negara,
maka habitus tersebut justru melakukan wacana tanding (counter
discourse) dan gerakan perlawanan. Meskipun Gus Dur memiliki
kendali pemerintahan sebagai presiden, namun ia tidak serta merta

8 Renato Rosaldo, “Cultural Citizenship in San Jose, California,” POLAR
(Department of Antrpology, Stanford University, 1994) 17: 2, him. 57-63. Lihat juga
Nick Stevension, Cultural Citizenship: Cosmopolitan Questions (Britain: Open
University Press, 2003), him. 7-8. Sian Lazar, “Introduction,” dalam Sian Lazar, The
Anthropology of Citizenship: A Reader (Oxford: Wily Blackwell, 2013), him. 1-22.

% Will Kymlicka, Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority
Rights. (N.Y.: Oxford University Press. 1995).

% Naila Kabeer, “Introduction: The Search for Inclusive Citizenship:

Meanings and Expressions in an Interconnected World,” dalam Naila Kabeer (ed.),
Inclusive Citizenship (UK: Zed Books, 2005), him. 1-27. Lihat juga Daniel Muriel
dan Gabriel Gatti, “The Management of Otherness Beyond the State: Integration
Policis and Inclusif Citizenship as a Gemvernment Paradigm in the Basque Country,”
(Ethnic and Racial Studies, 37:9, 2014), hIm. 1646-1663.

% Sian Lazar, “Introduction,” dalam Sian Lazar, The Anthropology of

Citizenship: A Reader (Oxford: Wily Blackwell, 2013), him. 1-22.
¥ Will Kymlicka, Multicultural Citizenship.
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bisa  memberlakukan  kebijakan  yang  menyimpang dari
kewarganegaraan mainstream untuk tujuan kesetaraan minoritas. la
harus mencari modalitas dan penyatuan dengan habitus yang sejenis
untuk melakukan pendobrakan dan meraih kekuasaan.

Kontestasi pengakuan inilah yang kiranya dilakukan oleh Gus
Dur dalam menghadapi tuntutan merdeka. Di sini tidak hanya
ditenemukenali adanya kontestasi lokal (Papua dan Aceh) vs nasional
(Jakarta), tetapi juga kontestasi di dalam domain pemerintahan
nasional itu sendiri. Mengapa demikian? Dengan menggunakan
kerangka berpikir yang state-centric, maka tuntutan merdeka niscaya
dilokalisasi sebagai persoalan di daerah (Papua dan Aceh). Namun,
dengan menjernihkan visi kewarganegaraannya, niscaya kontestasi ini
justru merupakan langkah yang tidak tepat (destruktif). Kontestasi
horizontal, khususnya bongkar-pasang cara pemerintah nasional
memaknai kewarganegaraan, justru memberikan solusi yang logis.
Bongkar-pasang wacana merupakan sebuah keniscayaan. Perjuangan
membela kewarganegaraan dalam visi yang lebih pro-warga negara
dilakukan dengan mengadopsi sejumlah bingkai wacana.

Dalam ortodoksi pemikiran kewarganegaraan yang state centric,
jajaran birokrasi pemerintah nasional sebetulnya sudah mengadopsi
cara baku untuk memaknai kewarganegaraan. Karena demikian
bakunya cara yang harus ditempuh, hal itu harus diubah dengan
membongkar normalitas dalam memaknai kewarganegaraan. Keajegan
relasi aktor-aktor pelaku pertarungan itu dalam terma Bourdieu
disebut sebagai habitus.®® Dalam tertibnya penyelenggaraan
pemerintahan di Indonesia, tersirat ada stabilitas dalam perubahan.
Dari heterodoksi bergulir karena penggunaan berbagai bentuk modal
yang berlangsung dalam berbagai field, akhirnya terbentuk suatu
ortodoksi. Dalam konsep Bourdieu, habitus bukanlah suatu individu
biologis yang terpisah dari kelompok atau struktur sosialnya dan
bukan juga kelompok sosial yang terdiri dari sekumpulan individu-
individu. Bourdieu menolak melakukan pemisahan yang ketat antara

% Richard Jenkins, Membaca Pikiran, 124-1130. Haryatmoko, Membongkar
Rezim Kepastian: Pemikiran Kritis Post-Strukturalis, (Yogyakarta: Kanisius, 2016),
him. 40-43.
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individu dengan struktur-sutruktur sosial.*® Dalam konteks ini,

gagasan nation state tersirat dalam relasi antara negara dan warga
negara. Dalam manifestasi yang seperti ini, dominasi cara pandang
yang state-centric tidak/belum banyak digugat. Kalaulah gugatan itu
diartikulasikan, cara mengartikulasikannya seolah-olah tidak ada
sangkutpautnya dengan kewarganegaraan.

Di dalam habitus tersebut, demikian menurut Bourdieu, bisa
terjadi dominasi dan, karena itu, dominasi tidak selalu berasal dari
luar. Dominasi bisa berada di dalam habitus itu sendiri. Tentu saja,
sebaliknya, dominasi bisa terjadi antar habitus yang berbeda.
Pemisahan antar-habitus tergantung unit habitus dalam suatu analisis.
Bisa pula di dalam habitus yang didominasi terdapat dominasi oleh
habitus-habitus di dalamnya.”® Namun demikian, dominasi itu tidak
selalu bersifat fisik, tetapi bisa berupa simbolik, seperti pengetahuan
dan agama yang tidak selalu disadari oleh mereka yang terdominasi.**

Konsep kewarganegaraan (citizenship) mainstream berasal dari
tradisi Barat sebagai basis bagi demokrasi dan hak-hak asasi
manusia.*> Konsep ini telah diterapkan oleh Orde Baru, dan dalam
disertasi ini dilihat sebagai habitus dominan yang menggunakan
kekuasaan untuk menundukkan hak-hak rakyat Papua dan Aceh yang
seharusnya memiliki hak-hak kultural. Kekuasaan bukan hanya
dipaksakan dengan aparatus kekerasan negara, melainkan juga dengan
apa yang oleh Foucault disebut sebagai kekuasaan panoptisme.*®
Kekuasaan panotisme adalah semacam hegemoni dalam konsep
Antonio Gramsci,®* yang menghipnotis kesadaran untuk patuh tanpa

% Haryatmoko, Membongkar Rezim Kepastian 36.
* Ibid., 38.
* Ibid., 39

% Thomas Janoski, Citizenship and Civil Society: A Framwork of Rights and
Obligations in Liberal, Traditional, and Social Democratic Regimes (Cambridge:
Cambridge University Press, 1998), him. 12-24.

% Haryatmoko, Membongkar Rezim Kepastian, 20-21.

% Antonio Gramsci, “State and Civil Society,” dalam The Anthropology of the
State: A Reader, Victoria, eds. Arachana Shama and Akhil Gupta, (Australia:
Blackwell Publishing, 2006), him. 75-76.
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reserve. Secara historis kewarganegaraan mainstream merupakan
elemen inti dari konsep nasionalisme (nationalism) dan negara-bangsa
(nation-state).” Nasionalisme adalah ekspresi dari sebuah bangsa
(nation) yang, dalam konsep negara-bangsa, memiliki batas geografis
atau territorial integrity yang pasti.® Kewarganegaraan ini
mengandaikan adanya kesetaraan etnis, agama, bahasa, perbedaan
sosial, dan jenis kelamin dalam suatu negara dalam batas geografis
tertentu.®” Kewarganegaraan juga berkaitan dengan keanggotaan dan
partisipasi individu dan masyarakat sipil (civil society) dimana
keduanya memiliki kemerdekaan atau independensi untuk berekspresi
dan mengorganisasi diri.”® Janoski, misalnya, menyebut dua dimensi
itu sebagai kewarganegaraan formal dan substansial.”® Semua hak
tersebut, menurut Janoski, disertai dengan penunaian kewajiban
antarpihak.’® Dalam hubungan antara individu dengan negara, peran
masyarakat sipil sangat penting sebagai “instituti mediasi/mediating
institution” antara individu dengan negara.'® Namun, dalam
praktiknya tidak jarang masyarakat sipil justru diokupasi atau
dihegemoni oleh negara atau pemerintah.*®

Dominasi tersirat dalam cara mengkomunikasikan persoalan,
termasuk dalam penggunaan komunikasi simbolik. Dari cara
mengkomunikasikan itulah terbuka ruang untuk mempersoalkan hal-
hal yang selama ini dianggap mapan.'®® Sebenarnya, makna

% Kristian Stokke, “Politics of Citizenship,” 23-53.

% Roy E.H. Mellor, Nation, State, and Territory (NY: Routledge, 1989), him.
3-5.

 bid., 3-31.
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Mdanch, Nation and Globalization, 10-14.
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100 Richard Manch, Nation and Globalization, 6-7.
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103 Heiko Housendorf and Alfons Bora, Analysing Citizenship Talk:
Discourse Approach to Politics, Society and Culture, (Amsterdam: John Benjamins
Publishing Company, 2006).
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kewarganegaraan selalu dikontestasikan. Karena itu pula, perjuangan
pembebasan dan capaian kesetaraan kelompok tereksklusi juga bisa
bersifat simbolik.!® Dalam konteks ini,a bisa dipahami mengapa
pengibaran bendera Bintang Kejora menjadi hal yang dianggap
penting oleh Gus Dur. Langkah Gus Dur ini kiranya sejalan dengan
kencenderungan umum, di manadialog antar kultural menjadikan
kesepihakan negara terkoreksi oleh berbagai bentuk pendidikan
kewarganegaraan yang gayung bersambut dengan penyeragaman
pandangan yang dibawa oleh globalisasi.'®

Dengan menyadari adanya habitus dalam bernegara tersebut di
atas, kini bisa dipahami mengapa state-centrism terus-menerus
direproduksi oleh pemerintah, entah siapa yang menduduki kursi
kekuasaannya. Yang perlu dikedepankan di sini adalah bahwa dalam
cara pandang yang state-centric ini, penentuan warga negara
senantiasa didasarkan pada imaji ‘keutuhan teritori’ Indonesia, yang
sejatinya adalah tapak wilayah jajahan. Cara berpikir teritorialistik
inilah  yang menjadi isu sentral dalam  membayangkan
kewarganegaraan. Dalam setting seperti inilah Gus Dur memimpin
Indonesia. Dalam setting seperti inilah visi humanis Gus Dur
terbentur. Dalam setting seperti ini pula kepemimpinan ide yang
menjadi watak Gus Dur teruji. Dengan mengacu pada stock of
knowledge yang teridentifikasi dari kepustakaan, Gus Dur kiranya
memanfaatkan kesempatan untuk membuat perubaham dengan
menjadi dirinya sendiri: man of ideas. Dalam posisi sebagai man of
ideas, ia berani pasang badan dengan ketokohan yang dimilikinya
untuk itu. Yang menjadi tantangan kajian kemudian adalah apa ide-ide
yang diusungnya dan bagaimana ide-ide tersebut manifes dalam
langkah dan kebijakannya ketika memimpin Indonesia (sebagai
presiden).

Tidak perlu dijelaskan lagi, Gus Dur adalah tokoh politik dan
sosial, dan juga pemimpin agama Islam yang kepedulian utamanya

104 |pid. Richard Jenkins, Membaca Pikiran, 156-158.

105 Joseph Zajda, Holger Daun, Lawrence J Saha, eds., Nation-Building,
Identity and Citizenship Education: Cross-cultural Perspectives, (Netherlandds:
Springer, 2009).
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adalah kepada yang lemah dan tertindas. Dalam kapasitas itu ia
dituntut untuk tampil merepresentasikan ide dan nilai-nilai yang
direproduksi dalam komunitasnya. Dalam konteks itu, Gus Dur yang
ditengarai sebagai pemikir post-tradisionalis memperlihatkan
aktualisasi pemikirannya. Dalam seluruh pemikiran dan aksinya,
meskipun respons terhadap tuntutan kemodernan sangat tinggi, ia
selalu membangun argumen dari sisi spiritual keagamaan yang
didasarkan pada ide-ide utama dalam Islam Kklasik sehingga tidak
mudah terjebak pada doktrin statis modernitas itu sendiri. Seringkali
dalam waktu yang bersamaan Gus Dur harus menunjukkan kelemahan
modernitas dari sudut spiritualitas keagamaan tersebut. Implikasi dari
cara berpikir demikian adalah kepekaannya pada aspirasi dan tradisi
yang hidup di dalam masyarakat setempat, dalam hal ini Indonesia
atau keindonesiaan. Karena kombinasi antara ide maju tentang
kemodernan dan kepeduliannya yang tinggi pada tradisi maka sering
mengejutkan dari kedua belah pihak, kaum modernis dan kaum
tradisionalis sekaligus. Gebrakan ide dan aksi yang terus dilakukan
Gus Dur pada akhirnya, tampaknya, membangun suatu habitus baru
dalam komunitasnya sendiri yang tidak terbendung. Justru karena
secara konsisten merepresentasikan dan mereproduksi ide-ide itulah
maka Gus Dur benar-benar diterima kehadirannya sebagai tokoh. Oleh
karena itu, yang penting untuk ditelaah dalam studi ini adalah aspek
keberagamaan, bukan kebenaran ajaran atau nilai-nilai yang diusung
Gus Dur.

Perubahan habitus dimungkinkan oleh penggunaan berbagai
bentuk modal oleh aktor. Selain modal simbolik yang disebutkan di
atas, ada juga modal sosial, modal ekonomi, dan modal budaya.
Dalam konteks ini, bisa dikatakan bahwa Gus Dur adalah figur yang
memiliki berbagai modal yang diperlukan, dan juga bermain dalam
berbagai field. Gus Dur lahir, dibesarkan, dan akhirnya menjadi tokoh
sentral dunia pesantren. Selain itu, diketahui juga, Gus Dur memiliki
banyak field untuk melakukan perubahan. Gus Dur ikut berkiprah di
dalam gerakan, baik sebagai aktivis politik, budayawan, politisi,
maupun cendekiawan. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas,
bisa dimengerti kalau Gus Dur sangat percaya diri dengan apa yang
dilakukannya, percaya diri dengan efek yang hendak diraih.
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Sebagai the man of ideas yang berposisi untuk menggulirkan
perubahan melalui kiprah kepemimpinannya, Gus Dur sangat kaya
dengan ide segar. Tidak sedikit ide-ide itu disampaikan secara aneh,
misalnya dengan cara humor. Dengan begitu, pesan-pesan yang
hendak disampaikan mengena, dan kalau memang berbenturan dengan
wacana yang ada, akan merangka pemikiran secara hening (saksama).

Mengingat pewacanaan kewarganegaraan terkunci sebagai
wacana yang state-centric, visi kewarganegaraan a la kolonial
tidaklah sulit dicari. Negara menentukan segalanya yang bersifat
sentralistik sehingga menyumbat aspirasi rakyat dari bawah. Semua
yang berbeda, apalagi yang menentang, lalu dianggap sebagai musuh
yang harus dibasmi dan bukan diajak dialog dan diakomodasi. Istilah
rakyat dirasa terlalu politis, karena menegaskan relasi kepatuhan
negara kepada orang biasa, dan istilah ‘warga negara’ direduksi
menjadi penduduk dalam angka-angka. Birokrasi menggunakan istilah
yang sarat dengan nuansa demografis ini karena dengan menggunakan
istilah itu, pelucutan kolektif rakyat bisa disamarkan. Dengan begitu,
relasi yang berlangsung menyembunyikan suasana menindas-ditindas.

Dalam pewacanaan itu juga terlihat jelas bahwa dalam kasus
Aceh dan Papua, respons negara dikemas dalam bahasa birokrasi.
Persoalan di kedua provinsi ini dikemas sebagai hubungan antara
pemerintah pusat dan daerah, dimana pusat memperlakukan dirinya
sebagai sumber legitimasi. Di balik wacana birokrasi ini, seakan-akan
tidak ada lagi alasan untuk memprotes pusat. Tidak ada kejujuran
untuk mengakui bahwa mereka yang sedang menuntut merdeka atau
separatisme bisa dilihat sebagai hubungan antara yang tertindas dan
penindas atau tereksklusi dan pelaku eksklusi. Pertarungan atau
perebutan tempat antara mereka yang tereksklusi dengan kelompok
dominan  berada pada—menggunakan terma dari  Pierre
Bourdieu—arena (field) atau ruang sosial yang sama.'®® Indonesia
dalam masa transisi bisa dilihat sebagai arena pertarungan tersebut.
Bourdieu menggambarkan ruang sosial tersebut—dalam ilustrasi
penulis, bagaikan sistem tata surya dimana galaksi-galaksi terus-

106 Richard Jenkins, Membaca Pikiran Pierre Bourdieu, Terj. Nurhadi,

(Bantul: Kreasi Wacana, 2016), him. 124-125.
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menerus bergerak saling berebut posisi mengelilingi matahari.*”’
Namun, setiap galaksi di dalam orbitnya masing-masing juga berupa
arena pertarungan apa saja yang ada di dalamnya. Mereka saling
bergeser dan berebut secara terus-menerus antara mereka yang
tereksklusi dan dominan. Hal ini berbeda dengan Karl Marx*® yang
melihat kelompok sosial terdiri dari dua aktor yang punya posisi linier
atas bawah dengan pendekatan ekonomi, pemilik alat produksi, dan
buruh. Sebaliknya, dominasi dan penindasan dalam arena sosial
Bourdieu bisa bersifat lintas dan bergantian saling dominasi serta
saling bertumpuk sehinga bersifat konfliktual yang bergerak.'® Dalam
perspektif Marx nyaris tidak mungkin menempatkan seorang presiden
berada pada posisi bersamaan dengan mereka yang tertindas
berhadapan dengan aparatnya sendiri yang menindas. Namun, dalam
persepktif Bourdieu hal itu dimungkinkan dan hal itulah yang terjadi
pada kasus relasi Presiden Gus Dur dengan rakyat Papua dan Aceh
yang berhadapan dengan aparat pemeritnah dan keamanan. Dengan
demikian, relasi itu tidak bersifat linier.

Lalu bagaimana Gus Dur berebut benar dengan kalangan
mainstream  ketika ~memaknai kewarganegaraan? Bagaimana
pertarungan atau kontestasi tersebut berlangsung? Kebenaran dalam
terma Michel Foucault adalah kekuasaan (power).**® Seiring dengan
ide arena sosial Bourdieu, maka kekuasaan bagi Foucault juga tidak
selalu berasal dari atas yang ditopang oleh seperangkat aparatus yang

197 penggambaran dengan sistem tatasurya dari penulis ini untuk menekankan

bahwa arena sosial dan habitus dalam gambaran Bourdieu tersebut terus bergerak dan
tidak statis.

% Haryatmoko, Membongkar Rezim Kepastian: Pemikiran Kritis Post-

Strukturalis (Yogyakarta: Kanisius, 2016), him. 39.
' Ibid., 49-50.

"% Haryatmoko, Membongkar Rezim Kepastian, 12. Michel Foucault, Power
Knowledge: Selected Interviews & Other Writing 1972-1977, ed. Colin Gordon,
(New York: Panthean Book, 1980), him. 109-133. Michel Foucault, Wacana Kuasa
Pengertahuan, Terj. Yudi Santoso (Yogyakarta: Bentang, 2002), him. 136-165.
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bersifat fisik.''! Kekuasaan dalam pengertian Foucault juga suatu yang

bergerak secara terus-menerus dan tidak permanen sebagaimana pada
ide Marx, misalnya. Kekuasaan dalam pandangan Foucault terus
bergerak sebagaimana habitus dalam ide Bourdieu. Foucault
mendefinisikan kekuasaan sebagai, “... bukan suatu institusi, dan
bukan struktur, bukan pula suatu kekuatan yang dimiliki; tetapi nama
yang diberikan pada suatu situasi strategis kompleks dalam suatu
masyarakat.”'> Dalam pemahaman seperti ini, bisa dicatat
signifikansi pemikiran Gus Dur.

Sampai di sini jelaslah bahwa kekuasan selalu diperebutkan,
bahkan oleh seorang presiden dalam menggunakan kewenangannya
sendiri sekalipun. Gus Dur harus berjuang untuk bisa berkelit dari
dominasi pemaknaan, dari habitus yang memberikan previlage
aparatur negara untuk mendominasi.'* Pertarungan kekuasaan tidak
selalu bersifat fisik, tetapi bisa pula simbolik, dan oleh karenanya Gus
Dur banyak menggeluti berbagai bentuk politik simbolik. Untuk
melakukan pembebasan dan mencapai kesetaraan habitus perlu
melakukan akumulasi kapital atau menjalin kesatuan dengan
modalitas yang sejalan melalui apa yang oleh Bourdieu disebut
sebagai sosialisasi.*** Dengan solialisasi, suatu habitus bukan hanya
mengakumulasi modalitas, melainkan juga menyatukan kekuasaan
antarhabitus. Dengan demikian, pembebasan dan capaian kesetaraan
itu sesungguhnya, dalam pengertian Foucault, adalah perebutan
kekuasaan untuk dominasi. Perjuangan dan kemenangan habitus
kemudian mereproduksi habitus lain dan mengalami pergeseran dari
yang “dibentuk” menjadi yang “membentuk” dan sebaliknya.'’®
Dalam pertarungan tersebut masing-masing habitus memiliki
modalitas atau kapital, baik ekonomi, politik, maupun budaya, dan

" Haryatmoko, Membongkar Rezim Kepastian, 12. Michel Foucault,

Wacana Kuasa Pengertahuan, Terj. Yudi Santoso (Yogyakarta: Bentang, 2002),
him. 150-151.

"2 Dikutip dari Haryatmoko dalam ibid., 21.
2 |bid., 49-50.
"4 Ibid., 45-46.

5 |pid., 41.
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bahkan agama.''® Modalitas itu juga tidak selalu bersifat fisik, seperti

ekonomi dan politik, melainkan bisa simbolik. Karena itu, dalam
habitus, besar dan kecil atau kuat dan lemah bisa saling bergantian dan
relatif serta kontekstual dalam pertarungan tersebut.

2. Merespons Tuntutan Merdeka, Menegakkan
Kewarganegaraan Kultural

Studi ini hendak mengusung dua thesis statement penting.
Pertama, dalam menghadapi tuntutan merdeka yang diajukan oleh
rakyat Papua dan Aceh, Gus Dur berpegang teguh pada visi
kewarganegaraan kultural. Oleh karena itu, Kisi-kisi pelacakan visi
kultural dalam pemikiran kewarganegaraan di balik langkah-langkah
Gus Dur, harus dirumuskan. Konflik separatisme (pusat dan daerah)
yang berlarut umumnya disebabkan oleh ketidakadilan. Hal ini telah
melukai sense kewarganegaraan yang dirasakan warga Aceh dan
Papua. Mereka dipaksa untuk mengadopsi kewarganegaraan yang
dibangun dari tatanan yang bukan hanya state-centric, melainkan juga
bersumber dari sistem yang sentralistik, penyeragaman, dan tiadanya
jalan keluar untuk mencapai kompromi.''’ Konflik seperti itu
mengarah bagi tumbuhnya identitas lokal yang menyerupai ikatan
etnisitas. ldentitas etnisitas dalam hal ini terbangun bukan hanya
dalam bentuk fisik dan given*® semata, melainkan bisa juga berupa
bentukan melalui proses atau contructed.**® Penindasan yang terus-
menerus menimbulkan solidaritas tersebut dan memperjuangkan untuk
berbeda dan berpisah dengan pusat.

18 |bid. 43-44. Richard Jenkins, Membaca Pikiran, 156-158.

" David Brown, “Peripheral Communities to Ethnic Nations: Separatism In

Southeast Asia.” (Pacific Affairs, 61:1, Spring 1988), him. 51.

18 | ihat, misalnya, Anthony D. Smith, National Identity (Nevada: Nevada

University Press, 1991). Aceh, misalnya, meskipun secara etnis tidak jauh berbeda
dengan yang lain dan dengan etnis Jawa dan juga sesama Muslim sebagai mayoritas
tetapi karena penindasan kemudian muncul identitas etnis ke-Aceh-an sebagai
perlawanan terhadap dominasi Jawa.

"9 David Brown, The State and Ethnic Politics in Southeast Asia (NY:
Routledge, 1994), him. xii.



40

Kedua, untuk merespons tuntutan melepaskan
kewarganegaraan, Gus Dur mencari cara untuk merestorasi koyaknya
cita kewarganegaraan yang selama ini tidak disadari cacatnya.
Kewarganegaraan kultural yang ditegakkan itulah yang mendasari
langkah-langkah yang ditempuhnya semasa menjadi Presiden
Indonesia.

Dalam mendefinisikan kewarganegaraan kultural, Renato
Rosaldo mengatakan:

“...refers to the right to be different (in terms of race,
ethnicity, or native language) with respect to the norms of
the dominant national community, without compromising
one’s to belong, in the sense of participating in the nation-
state’s democratic processes.”*?

Definisi ini setara dengan yang ditawarkan Kymlicka bahwa
kewarganegaraan multikultural ini adalah yang menempatkan
minoritas dengan semua kekhasan budaya dan tradisi yang dimiliki
sebagai hak kolektif dalam kesetaraan di semua bidang. Kymlicka
tidak memasukkan affirmative action, misalnya, sebagai bagian dari
kesetaraan dalam kewarganegaraan multikultural karena hal itu justru
cermin dari ketidaksetaraan.*?! Untuk kepentingan telaah ini, cukuplah
dipahami bahwa minoritas harus disejajarkan dalam hak kolektifnya
yang menyeluruh dan setara. Kymlicka menegaskan bahwa hak-hak
kolektif dari minoritas tersebut tidak menggantikan hak individu,
tetapi kelanjutan atau langkah lanjut dari hak individu tersebut.
Kymlicka menyebutnya sebagai “internal restrictions and external
protections.””*??

Perlu ditegaskan bahwa visi kewarganegaraan kultural tidak
dirumuskan semata-mata berdasarkan formalitas dan formula hukum,
tetapi digerakkan oleh hasrat untuk tampil dan berperan setara dalam

120 Renato Rosaldo, Cultural Citizenship, 57.

2 Will Kymlicka, Multicultural Citizenship, 19-22.

2 Dengan kata lain, transformasi kewarganegaraan dari hak-hak individu ke

hak-hak kolektif tidak dengan sendirinya menanggalkan jaminan hak-hak individual
bagi masing-masing anggota komunitas kolektif tersebut atau keluar dari kerangka
demokrasi liberal. Ibid., 34-48.
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keseluruhannya.'? Sebagaimana ditawarkan oleh Renato Rosaldo,**

kewarganegaraan kultural diinspirasi oleh perjuangan masyarakat
yang tersubordinasi. Mereka terkendala untuk mendapatkan hak-
haknya secara penuh dalam keseluruhan hak-hak kulturalnya.'?®
Jelasnya, cukup alasan untuk membayangkan bahwa Gus Dur sangat
hirau dengan perjuangan-perjuangan warga Papua dan Aceh untuk
keluar dari subordinasi yang menjadikan hak-hak mereka tidak bisa
didapatkan. Dua indikasi penting dalam kewarganegaraan kultural
adalah diakui (recognization) dan dihormatinya (respect) atas
kelompok yang terpinggirkan secara apa adanya dan dalam konteks
kenegaraan.'?® Elaborasi keduanya adalah sebagai berikut.

a. Rekognisi

Sebagai bagian dari pengusung reformasi pasca-Orde Baru di
Indonesia, Gus Dur ditengarai mengadopsi kewarganegaraan kultural,
khususnya dalam memperjuangkan kesetaraan. Gus Dur sadar bahwa
klaim kesetaraan dalam kewarganegaraan mainstream  Kini
dipertanyakan kembali keberlakuannya dalam demokrasi sehubungan
dengan perubahan-perubahan besar di dunia seiring dengan
globalisasi. Gejala ini sudah sejak lama dikedepankan oleh T.H.
Marshall. Cita kewarganegaraan telah mereproduksi ketimpangan
sehingga menghasilkan tatanan kelas sosial (social class).*?” Oleh
karena itu, Marshall*?®® menegaskan bahwa diskursus kewarganegaraan

123 Timothy P. Daniels, Bulding Cultural Nationalism in Malysia: Identity,
Representations, and Citizenship (N.Y. & London: Routlege, 2005), 5. Nick
Stevenson, Cultural Citizenship, 4-6.

124 Renato Rosaldo, “Cultural Citizenship in San Jose, California,” POLAR
(Department of Antrpology, Stanford University, 1994) 17:2, him. 57-63. Renato
Rosaldo, ed. Cultural Citizenship in Island Southeast Asia: Nation and Belonging in
Hinterland. (California: University of California Press, 2003).

1% Renato Rosaldo, Cultural Citizenship, 57.

128 Renato Rosaldo, “Cultural Citizenship in San Jose, California,” POLAR
(Department of Antrpology, Stanford University, 17:2, 1994), him. 58-62.

27 T H. Marshall, “Citizenship and Social Class Sauder,” dalam Jeff Manza
and Michael, Inequality and Society, artikel ini pertama kali diterbitkan tahun 1950
(N.Y.: W.W. Norton & Co., 2009), him. 148-54.

128 Ipid.
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(citizenship) ini berkait dengan tumbuhnya tuntutan hak-hak sipil,
politik, dan sosial. Marshall menekankan pentingnya kesetaraan
kewarganegaraan karena di era feodal di Eropa realitas masyarakat
didasarkan pada kelas bawah dan kelas tinggi (landlord).*® Gejala ini
telah direproduksi di berbagai belahan dunia, yang berada dalam
jangkauan kolonialisme Eropa.

Di Barat, khususnya di Inggris, hak sipil telah tumbuh di
pertengahan abad ke-17 dengan adanya hak kepemilikan, namun hak
politik baru tumbuh pada abad ke-18 dan ke-19 dengan tumbuhnya
hak berkumpul, partai politik, dan partisipasi dalam pemerintahan.
Sementara itu, abad ke-20 adalah tumbuhnya hak sosial dengan
diakuinya hak-hak keuntungan bagi pengangguran dan jaminan sosial,
seperti sekolah dan kesehatan dalam negara kesejahteraan (welfare
state).”® Atas dasar pengalaman sejarah tersebut, perlu kiranya
dilakukan pelacakan, apakah di Indonesia berlangsung gejala tersebut.

Dengan kata lain, tumbuhnya ketiga dimensi hak dalam
kewarganegaraan tersebut bermuara pada kebijakan negara, bentuk
pemerintahan, dan partisipasi warga negara dalam proses tersebut.
Dengan demikian, ada tiga unsur dalam satu tarikan nafas
kewarganegaraan, yaitu negara, individu, dan masyarakat sipil.*
Menurut Marshall, meski perkembangan keseteraan hak ini semula
didorong oleh Kkapitalisme, namun perkembangan lanjut dari
kapitalisme justru berlawanan arah dengan kepentingan kelas pekerja.
Akibatnya adalah terjadinya ketimpangan.**?

Teori ketimpangan kewarganegaraan mainstrean dari Marshall
yang berbasiskkan pada hak-hak individu tersebut kemudian oleh
Rosaldo dan Kymlicka ditarik ke hak-hak kolektif. Bahwa

29 Ibid. Lihat juga https://www.britannica.com/topic/history-of-
Europe/Landlords-and-peasants

30 T.H. Marshall, Citizenship and Cosial Class, 151. Lihat juga Bryan S.
Turner, “Contemporary Problem in the Theory of Citisenship,” dalam Bryan S.
Turner, ed., Citizenship and Social Theory (Great Britain: Sage Publication Ltd.,
1993), him. 6-7.

3L Thomas Janoski, Citizenship and Civil Society, 104-141.
132 1bid., 150.
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ketimpangan kewarganegaraan tersebut bukan hanya berbasis pada
hak-hak individu, melainkan juga menimpa kelompok-kelompok
minoritas dan marjinal dari mereka yang memiliki kekhasan
kebudayaan, tradisi, kepercayaan dan klaim atas wilayah tertentu.’*®
Menurut Rosaldo dan Kymlicka, kewarganegaraan yang terlalu
menekankan pada hak-hak individu dan mengabaikan hak-hak
kolektif, terutama bagi mereka yang minoritas dan marjinal, oleh
Rosaldo disebut sebagai kewarganegaraan kultural®®* atau Kymlicka
menyebutnya kewarganegaraan multikultural.**® Letak perbedaannya,
jika Rosaldo mengungkap ketimpangan hak kolektif dalam
masyarakat marjinal dalam berbagai bentuknya, maka Kymlicka
mengangkat  masyarakat minoritas atau  kelompok  yang
diminoritisasi.’* Rosaldo mengkritik pandangan Ben Anderson dalam
memahami nasionalisme melalui konsep imagined communities.**’
Konsep itu, menurut Rosaldo, berimplikasi pada seleksi siapa yang
menjadi warga negara dan tidak. Konsep itu hanya meliput warga
negara yang bisa menjangkau atau dijangku media mengingat Ben
melakukan identifikasi dengan megandalkan pada media modern
pasca ditemukannya mesin cetak di Eropa. Konsep itu mengabaikan
kelompok sosial yang tidak terjangkau oleh media. Karena itu,
kewarganegaraan kultural dan kewarganegaraan multikultural dalam
khasanah ilmu sosial lahir sebagai kritik terhadap konsep
kewarganegaraan mainstream yang terlalu menekankan pada hak-hak
individu. Konsep kewarganegaraan mainstream juga mengabaikan

'3 Lihat juga misalnya, Nick Stevension, Cultural Citizenship: Cosmopolitan
Questions (Britain: Open University Press, 2003), him. 7-8.

134 Renato Rosaldo, “Cultural Citizenship in San Jose, California,” POLAR

(Department of Antrpology, Stanford University, 1994) 17:2, him. 57-63.

3 Will Kymlicka, Multicultural Citizenship.

13 |stilah dan Konsep minoritisasi (minoritization), lihat B.R. Rodil, The

minoritization of the indigenous communities of Mindanao and the Sulu Archipelago,
(Davao City: Alternate Forum for Research in Mindanao, 2004).

3 Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflection on the Origin and

Spread of Nationalism, Revised Edition, Twelfith impression, (N.Y.: Verso, 2003).
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kelompok-kelompok dengan identitas kolektif yang lemah atau
marjinal dan minoritas.**

Ketika hendak dijalankan, visi kewarganegaraan kultural yang
dipraktikkan Presiden Gus Dur dalam penyelesaian konflik Papua dan
Aceh, akhirnya mengharuskan adanya legitimasi formal dalam
formula yang baru setelah terjadinya transformasi. Akomodasi dan
inserting mereka ke dalam keseluruhan sistem telah memberikan
kedudukan baru bagi mereka dalam konteks status kewarganegaraan
mereka di dalam negara dan pemeritahan.™*® Sebagaimana disarankan
Charles Taylor, recognition dapat disejajarkan dengan honor dalam
pengertian di Eropa ketika rakyat jelata diakui sebagai pihak yang
berhak memiliki properti, hak politik, dan hak sosial.*** Hal itu
sebagaimana yang dikemukakan Marshall di atas. Pada era Eropa
feodal kepemilikan properti, hak politik, dan sosial dimiliki hanya
oleh kelas tinggi atau kelas pemilik tanah (landlord) *** dan penguasa
politik. Dalam konteks kewarganegaraan kultural, maka ketika
kelompok terdiskriminasi diangkat dan disejajarkan dengan warga
negara yang lain dengan melibatkan institusi negara maka terjadi
proses pembebasan dan kesetaraan.’*? Karena itu, rekognisi lebih
memberikan dampak pada politik dan psikologis. Dampak itu akan
berhenti jika tidak ada lanjutan berupa aksi dari pemerintah dalam

138 Renato Rosaldo, “Cultural Citizenship in San Jose, California,” POLAR
(Department of Antrpology, Stanford University, 1994) 17:2, him. 57-63. Lihat juga
Will Kymlicka, Multicultural Citizenship.

39 Dalam teori inklusi sosial, suatu proses perubahan atau transformasi

akomodasi terhadap kelompok termarjinalkan yang berhasil maka kemudian
terbangun suatu sistem baru yang berakhir dengan akomodasi yang bersifat formal
yang dilindungi oleh regulasi atau UU yang menyetarakan mereka dengan
warganegara yang lain. Lihat Semiarto Aji Puwwanto dan Ahmad Suaedy, (eds.)
“Pengantar” dalam Tatakelola Pemerintah Inklusif dan Inisiatif Lokal, (Jakarta:
Abdurrahman Wahid Center-Ul, 2017) cet. Il, him. 1 — 25.

% Charles Taylor, “The Politics of Recognition,” dalam Amy Gutmann,

Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition, (New Jersey: Princetion
University Press), 1994, him. 25-73.
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45

bentuk yang lebih kongkret, dari yang besifat fisik pelibatan dalam
event politik secara nyata hingga non-fisik, seperti jaminan kebebasan
berpendapat dan berkumpul untuk menyampaikan aspirasi yang
mereka inginkan.

b. Respect

Proses yang disebut terakhir di atas disebut sebagai respect
(penghormatan) atau pengakuan lanjutan dengan apa yang mereka
miliki, meliputi tradisi, kebudayaan, dan membicarakan aspirasi yang
selama ini ditolak.*** Dari proses tersebut kemudian diformalisasi
dengan transformasi kelembagaan'** dengan kriteria baru dari
pendekatan tersebut. Proses yang terakhir ini ditandai dengan
dibahasnya RUU Otonomi Khusus Aceh dan Papua di DPR RI.

Berangkat dari wawasan di atas, pengakuan-pengakuan dan
ekspresi penghormatan atas eksistensi masyarakat Papua dan Aceh
adalah keniscayaan. Agenda pengembangan kelembagaan yang
dilakukan mengakomodeasi hal ini.'*®

Di sinilah kebijakan-kebijakan Presiden Gus Dur dalam
fasilitasi damai dengan cara memecah menebalnya identitas kelokalan
tersebut. Presiden Gus Dur mengedepankan pengembalian harga diri
dan kepercayaan diri mereka sebagai bagian dari warga negara dan
bangsa (nation) yang satu, bangsa Indonesia, tetapi dalam waktu yang
sama diberikan hak berekspresi bagi identitas budaya dan sosial yang
menjadi kebanggaan mereka. Dengan mengembalikan kebanggaan
dan kepercayaan diri tersebut kemudian mereka membuka ketebalan
identitas untuk bisa berbagi (sharing) dengan identitas nasional tanpa
menghilangkan kebanggaan identitas kekhasan mereka sendiri. Di sini
Gus Dur lebih menekankan pada pendekatan pribadi untuk
memberikan simpati dan kepuasan psikologis.

3 |pid, 76.

14 Jacquest Bertrand, Ethnic Conflict in Indonesia: National Models, 435-

437. Jacques Bertrand, Nationalism and Ethnic Conflict.

5 Jacquest Bertrand, Ethnic Conflict in Indonesia: National Models, 435-
437. Jacques Bertrand, Nationalism and Ethnic Conflict.
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F. Metode Penelitian

Sebelum metode penelitian ini diuraikan, penting untuk
dikemukakan di sini bahwa penulisan disertasi ini berangkat dari
pengalaman penulis secara pribadi dengan Gus Dur. Penulis cukup
lama bekerja sama secara dekat dengan Gus Dur, keluarga, dan orang-
orang dekatnya. Hal itu memotivasi penulis untuk mengangkat salah
satu topik yang paling menarik dan menantang, penyelesaian konflik
Aceh dan Papua di masa kepresidenannya dikaitkan dengan pemikiran
Islamnya. Karena itu, tidak bisa dipungkiri adanya unsur subjektivitas
penulis dalam disertasi ini. Meski demikian, penulis berusaha
mengikuti prosedur ilmiah dalam pencarian data, proses konfirmasi,
check and recheck data, dan informasi sesuai dengan standar ilmiah.

Penelitian ini menggunakan metode sejarah dalam arti data yang
digunakan dalam penulisan ini adalah data masa lalu sebagai data
sejarah yang bersifat empirik.**® Penelitian ini bersifat kualitatif dan
menekankan pada data lapangan, baik dokumen maupun wawancara,
di samping literatur. Dalam penelusuran data sejarah tersebut, tahap
pertama adalah heuristik atau pengumpulan data.*’ Setelah
menelusuri berbagai literatur yang membahas topik ini kemudian
dilakukan pengumpulan berbagai dokumen yang berkaitan.

Ada empat jenis dokumen penting dalam hal ini. Pertama,
transkrip hasil pembicaraan Gus Dur dengan para partner negosiasi.
Kedua, hasil berbagai pertemuan resmi pihak Aceh dan Papua.
Dokumen ini pada umumnya berupa rumusan aspirasi mereka. Ketiga,
dokumen tidak resmi, seperti selebaran. Keempat, dokumen hasil
sidang-sidang di DPR RI yang membahas hal tersebut. Sebagian
dokumen tersebut telah diterbitkan meskipun dalam bentuk sederhana,
sedangkan sebagian yang lain masih berupa dokumen vyang
berserakan. Langkah beriktunya dalam pengumpulan data adalah
wawancara dengan sumber-sumber utama atau mereka yang terlibat
langsung dan para saksi mata, baik dari pihak pemerintah maupun dari

'* Dudung Abdurrahman, Metodologi Penelitan Sejarah Islam (Yogyakarta:
Ombak, 2011), him. 27.

7 |bid., 105-06.
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pihak Aceh dan Papua atau GAM dan OPM serta para peneliti atau
pengamat.

Wawancara intensif di Papua dan Aceh dilakukan secara
bertahap dalam rentang waktu pertengahan tahun 2014 dan akhir
2015. Namun demikian, untuk kebutuhan kelengkapan dan konfirmasi
dilakukan juga wawancara pada rentang 2016 hingga pertiga awal
2017. Hal ini karena informan dan narasumber yang dibutuhkan dalam
penulisan ini tidak hanya berada di satu tempat, tetapi di berbagai
tempat dan sebagian besar sangat sibuk. Bahkan, sebagian di antara
mereka juga berada di luar negeri. Para informan dan narasumber
penelitian ini pada umumnya tinggal di daerah Papua dan Aceh, serta
sebagian di Jakarta. Beberapa informan utama atau pelaku langsung
yang tinggal di Papua dan Aceh diwawancarai di Jakarta ketika
mereka kebetulan berada atau berkunjung ke Jakarta. Sumber
berikutnya dalam pengumpulan data adalah pemberitaan, baik media
cetak, radio, televisi, maupun sosial media.

Tahap kedua adalah kritik sumber.**® Kritik sumber dokumen
dilakukan dengan cara membandingkan dengan dokumen lain yang
sejenis dari sumber lain. Namun, jika tidak ditemukan dokumen
bandingan untuk menguji keaslian dokumen tersebut, maka dilakukan
cross-check dengan cara wawancara dengan mereka yang terlibat atau
para saksi mata. Mereka adalah para aktivis dan pemimpin di kedua
wilayah di Aceh dan Papua, termasuk anggota DPR yang mewakili
dua daerah tersebut. Kritik sumber dalam wawancara dilakukan
dengan mewawancarai lebih dari satu orang atau informan, baik dari
masyarakat Aceh atau kalangan GAM (Gerakan Aceh Merdeka)
maupun masyarakat Papua atau kalangan OPM (Organisasi Papua
Merdeka). Wawancara juga dilakukan kepada para anggota DPR dari
berbagai partai politik yang berbeda yang terlibat dalam pembahasan
Aceh dan Papua, khususnya tentang RUU Otonomi Khusus Aceh dan
Papua. Wawancara juga dilakukan kepada para fasilitator, seperti para
dosen universitas dan kalangan aktivis LSM dan gerakan mahasiswa,
yang terlibat dalam negosiasi dan penyusunan RUU Otonomi Khusus.

%8 Ipbid., 108-113.
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Demikian juga dalam hal pemberitaan, penulis mengambil
sumber lebih dari satu pemberitaan. Dalam checking data penulis
melakukan sendiri tanpa perantara asisten. Meski demikian, penulis
tidak punya kesempatan secara khusus mewawancarai pribadi Gus
Dur untuk tujuan khusus penelitian ini. Tetapi, sejumlah pembicaraan
dan berbagai kesempatan bertemu dan berdiskusi, baik secara
bersama-sama dengan orang lain maupun secara pribadi atau empat
mata atau dengan orang dekatnya, memberikan banyak latar belakang
informasi dan bahan untuk kelengkapan penelitian ini.

Untuk memberikan keyakinan atas sumber-sumber dan
informasi tertentu wawancara juga dilakukan terhadap orang-orang
dekat Gus Dur, meskipun bukan bagian dari struktur partai politik
dimana Gus Dur menjadi Dewan Syuro, yaitu pengurus PKB, PBNU,
serta struktur pemerintahan di masa pemerintahannya, seperti asisten
pribadi dan anggota keluarga. Hal ini penting untuk memberikan
bandingan bagi sumber-sumber lain tertentu. Dalam hal sumber yang
bersifat online untuk menghindari kadaluwarsa sumber tersebut maka
di sini ditulis tanggal akses dalam setiap sumber online. Dari data
tersebut kemudian penulis melakukan interpretasi**® atas dasar fakta-
fakta tersebut yang dituangkan dalam bentuk laporan berupa disertasi
ini.**® Penuangan tersebut dilakukan dengan cara deskriptif analisis.

Terdapat berbagai kesulitan dalam rangkaian penelitian hingga
penulisan, terutama dalam melakukan kritik sumber sehubungan
dengan jauhnya jarak ke Papua dan ke Aceh, sementara penulis berada
di Jakarta. Problem jarak ini diatasi penulis dengan cara mengunjungi
informan dan narasumber secara bertahap. Jika cara pertama tidak
bisa, penulis melakukan wawancaa ketika mereka sedang berada di
Jakarta. Hal ini memengaruhi waktu pada lamanya penulisan disertasi
ini. Kesulitan yang lain terjadi pada pengumpulan data dan
mensistematikannya sehubungan dengan berbagai perpusatakaan yang
dikunjungi penulis yang lebih banyak berada di luar negeri, seperti di
Kyoto University, Jepang; Deakin University, Monash University,
Melbourne University, serta Australian National University (ANU),

Y Ipid., 114-116.
150 | pid., 116-120.
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keempatnya di Australia. Di dalam perpustakaan-perpustakaan
tersebut tidak semua data berupa dokumen, tetapi sebagian berupa
broadcast atau suara dari radio, microfilm, dan hanya bisa dibaca dan
didengarkan di tempat, karena terbatasnya dana untuk
menggandakannya. Meski demikian, hal ini sebagian bisa diatasi
dengan cara mencatat.

G. Sistematika Pembahasan

Pelacakan visi Gus Dur dalam merespons tuntutan merdeka
perlu diawali dengan menemukenali Gus Dur itu sendiri. Bab Il akan
didedikasikan untuk itu. Sebagaimana diantisipasi, Gus Dur
diharuskan oleh situasi untuk mencari pendekatan baru dalam
penyelesaian konflik vertikal Aceh dan Papua. Sebelum melakukan
karakterisasi langkah-langkah, Bab Il ini akan melacak watak pribadi
Gus Dur: dialogis, persuasif dan partisipatif sehingga memberikan
landasan bagi ditemukannya kesepakatan damai yang mengikat.

Dari telaah latar belakang kehidupan Gus Dur, terutama luasnya
penjelajahan keilmuan dan aktivismenya, dapat ditemukenali pola-
pola pemikiran dan langkah-langkah politiknya yang keluar dari
pakem. Dari telaah ini bisa dipahami visi kewarganegaraan yang
kiranya akan diadopsi. Hal ini memberikan pemahaman tentang
modalitasnya yang kuat dan kemampuannya untuk mengarungi atas
perubahan-perubahan penting yang diinginkannya. Latar belakang
keluarga, sosial, pedidikan serta keterlibatannya yang mendalam
dalam dunia pesantren dan Nahdlatul Ulama adalah modalitas kuat
untuk perubahan. Dan gagasan-gagasannya tersebut tidak bisa
dipisahkan dengan evolusi pergulatan politik dan kebangsaan
organisasi tersebut.

Bab ketiga membahas pemaknaan atas persoalan Papua dan
Aceh, yang sejatinya adalah krisis kewarganegaraan warisan Orde
Baru. Gus Dur memandang bahwa persoalan tersebut tidak bisa
diselesailan melalui jalan text book atau konvensional kenegaraan
yang ada saat itu. Pembahasan di bab ini disituasikan oleh warisan
Orde Baru yang masih melekat pada era Reformasi, tidak hanya krisis
ekonomi dan politik melainkan juga krisis kebangsaan dan
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kewarganegaraan. Ada kelompok-kelompok yang terpinggirkan oleh
sistem, atau bahkan dikeluarkan dari permainan dan tidak mampu
diakomodasi ke dalamnya, di antaranya adalah gerakan separatisme
Aceh dan Papua. Gerakan itu tidak hanya berupa perlawanan politik,
melainkan menjelma menjadi identitas etnis budaya dan kedaerahan
yang mengancam kebinekaan dan kesatuan Indonesia.

Bab keempat merunut konsekuensi dari temuan di Bab
sebelumnya, didedikasikan untuk memaknai langkah-langah Presiden
Gus Dur dalam rekognisi atas masyarakat Aceh dan kemudian
dilanjutkan dengan realisasi respek. Dengan jaminan kebebasan
berpendapat dan berkumpul dalam situasi tegang sekalipun terhadap
mereka telah menumbuhkan partisipasi masyarakat sipil dalam
pencarian jalan keluar dengan damai. Tantangan dalam menelaah
kipran Gus Dur dalam tataran ini adalah memaknai apa yang
dilakukan Presiden Gus Dur, khususnya dalam mengendalikan TNI
dan Polri untuk tidak reaktif dan merespons dengan kekerasan
terhadap aspirasi mereka. Di tengah-tengah gejolak tersebut pada
akhirnya mereka menemukan jalan keluar sendiri melalui kesepakatan
di antara mereka, yang disertai dialog intensif dengan pemerintah
pusat atau Presiden Gus Dur. Gus Dur mengambil porsi komunikasi
pribadi lebih besar dalam meyakinkan dan membangun kepercayaan
bersama mereka disebabkan karena watak birokrasi dan juga partai
politik serta TNI yang masih lengket dengan watak Orde Baru, yang
lebih sering menggunakan pendekatan keamanan. Pembahasan yang
sama dilakukan dalam Bab kelima dalam kasus Papua. Watak
masyarakat Papua dan OPM yang lebih terfragmentasi tidak seperti
GAM, membuat Gus Dur lebih intensif mengandalkan komunikasi
pribadi dengan eksponen separatis dan representasi masyarakat Papua
dalam dialog sembari mengendalikan TNI dan Polri untuk menahan
diri dari kekerasan. Watak gerakan separatis tampak lebih keras di
Papua ketimbang di Aceh, tetapi pendekatan pribadi Gus Dur berhasil
membangun trust di antara masyarakat Papua sendiri dan dengan
pemerintah pusat. Sama seperti dialog atas Aceh, pada akhirnya
masyarakat Papua memilih sendiri opsi otonomi khusus dengan
meninggalkan opsi merdeka.
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Bab keenam akan melakukan pemaknaan lebih lanjut,
khususnya, dalam membahas tentang dicapainya kesepakatan di antara
masyarakat Aceh dan Papua sendiri untuk mengajukan RUU Otonomi
Khusus dalam penyelesaian permanen konflik dengan pemerintah
pusat dan pembahasannya di DPR. Meskipun pembahasan cukup alot,
baik dalam penyusunan draf di antara masyarakat Aceh dan Papau
sendiri, maupun dalam pembahasan di DPR, namun pada akhirnya
berhasil disahkan oleh DPR. Ketika Presiden Gus Dur lengser, RUU
Otsus Aceh baru disahkan, sedangkan Otsus Papua baru diterima oleh
DPR untuk dibahas. Meskipun pembahasan di fraksi-fraksi di DPR
cukup alot, namun hampir tidak ada perubahan berarti dari draf
sebelumnya yang didrafting di era Gus Dur hingga disahkan oleh
DPR.

Bab ketujuh menawarkan pemaknaan lapis lanjut, khususnya
ketika Gus Dur melakukan berbagai upaya transformasi. Studi ini
akan menelaah dan mempertemukan latar belakang Gus Dur sebagai
pemikir Islam dan aksi politik yang telah melandasi perubahan-
perubahan politik akomodasi yang dilakukannya atas Aceh dan Papua.
Di bab inilah terlihat visi kewarganegaraan kultural. Dari penelusuran
ini  memperlihatkan  bahwa konsistensi Gus Dur dalam
memperjuangkan  hak-hak =~ masyarakat  terdiskriminasi  dan
terpinggirkan, seperti masyarakat Aceh dan Papua, tidak hanya
didasarkan pada keharusan sebagai seorang presiden tetapi juga
keyakinan sebagai perintah agama Islam. Sebagaimana nanti
dijelaskan, Gus Dur sendiri menyatakan bahwa untuk itu agama tidak
hanya harus melakukan transformasi kepada masyarakat, tetapi juga
harus melakukan transformasi terhadap dirinya sendiri. Dalam dirinya
sendiri itulah cita kewarganegaraan diartikulasikan. Penafsrian atas
Islam untuk demokrasi dan penegakan HAM tidak bisa dihindari
meskipun harus bertarung dengan habitus lain yang dominan. Salah
satu yang terpenting dari transformasi ini adalah metodologi post-
tradisionalisme Islam yang mengantarkan pada integrasi Islam dan
negara-bangsa Republik Indonesia dengan Pancasila sebagai ideologi
bermasyarakat dan bernegara. Transformasi ini memberikan landasan
lebih lanjut nantinya bagi langkah-langkah penyelesaian konflik Aceh
dan Papua. Dengan visi kewarganegaraan yang berbasis tradisi
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pemikiran yang non-tradisional inilah langkah paradoks dalam
merespons tuntutan merdeka.

Bab kedelapan merupakan kesimpulan. Dengan terobosan-
terobosan Presiden Gus Dur, tapak pemikiran Islam dan komitmennya
yang tinggi terhadap kelompok rentan dan minoritas yang
terdiskriminasi tampak jelas pula terobosan-terobosannya dalam
pencarian jalan keluar dalam penyelesaian konflik di Aceh dan Papua.
Sebuah pendekatan kultural atas penyelesaian konflik separatisme
dengan lahirnya karakter kewarganegaraan kultural melalui proses
rekognisi, respek, dan transformasi kelembagaan negara yang
mengakomodasi mereka ke dalam sistem tanpa harus memaksanya
untuk merdeka atau berpisah dari negara kesatuan RI. Hal itu
menjamin terjadinya perdamaian yang permanen, baik ke dalam atau
domestik maupun keluar, regional, dan internasional.



BAB VIII

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Sebagai orang yang memiliki visi dan referensi serta pandangan
keislaman dan kemanusiaan yang luas Presiden Gus Dur mengambil
jalan lain dalam usaha penyelesaian konflik Aceh dan Papua. Disertasi
ini membangun argumen bahwa Presiden Gus Dur melakukan
pendekatan kultural dan personal untuk mencari penyelesaian konflik
berakar di Aceh dan Papua dengan melenturkan relasi posisinya
sebagai presiden dan kekakuan formalitas pemerintahan dengan lebih
mengedepankan pada relasi pribadi dan budaya sebagai pemimpin
sosial dan keagamaan. Hal itu didasarkan pada kekuatan modalitas
agama, sosial, dan budaya yang dimiliki guna mendesakkan
penyelesaian konflik Aceh dan Papua dengan Pemerintah RI secara
damai. Dengan pendekatan tersebut terbangun hubungan baru saling
percaya (trust) antara negara dan warga negara Aceh dan Papua yang
sebelumnya terjadi saling meniadakan atau tidak saling pecaya
(distrust). Jalan itu mencerminkan karakteristik Islam post-tradisional
dan kewarganegaraan kultural.

Kewarganegaraan kultural dan multikultural tersebut dicirikan
pertama-tama dengan cara pengakuan atau rekognisi (recognition)
terhadap eksistensi masyarakat Papua atau OPM dan Aceh atau GAM
sebagai warga negara dengan seluruh konsekuensinya. GAM dan
OPM sebagai kelompok separatis yang semula kewarganegaraannya
tidak diakui, dan bahkan di bawah ancaman senjata dan pembunuhan,
oleh Presiden Gus Dur kemudian diangkat sebagai partner dialog yang
setara dalam negosiasi. Proses rekognisi itu menyerupai pembebasan
bagi budak (zahrir ar-ragabah) di masa awal Islam atau honor di masa
renaissance Eropa, suatu pengembalian harga diri individu yang
diakui secara penuh dan setara.

Melalui hubungan pribadi yang nyaris tanpa jarak antara Gus
Dur sendiri sebagai presiden dengan mereka yang mewakili kelompok
separatis Aceh dan Papua telah mendorong terbangunnya
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kesalingpercayaan (trust building) dan kesadaran kerekatan akan
kebangsaan (national building) bagi mereka yang ditandai dengan
kesediaan bernegosiasi dan pengakuan menjadi bagian dari R,
meskipun masih dalam tuntutan merdeka. Relasi pribadi tersebut
melampaui keharusan formal prosedural sebagai sebuah birokrasi
pemerintahan, terjadinya konter hegemoni yang inheren di dalamnya,
namun tetap dalam batas yang tegas sesuai misi negara: menjadi
bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rekognisi kemudian diikuti dengan penghormatan (respect)
berupa jaminan kebebasan berekspresi, berkumpul, bergerak, dan rasa
aman di tengah-tengah trauma represi dan kekerasan sebelumnya
sehingga membuat mereka tanpa kesulitan untuk menerima batasan
negosiasi. Meskipun, dialog tersebut dimulai dari posisi yang 180
derajat berbeda, antara tuntutan merdeka vs normatif bagian dari RI.
Didasari oleh kesalingpercayaan dan penghormatan itulah kemudian
dengan cukup cepat tercapai kesepakatan pembicaraan damai (peace
talk) melalui pendekatan dialog dan pencegahan kekerasan.
Kesepakatan penyelesaian dengan cara dialog dan penghentian
kekerasan -bukan cara konfrontatif dan perang- tersebut adalah
capaian pertama paling penting dan sangat strategis. Pendekatan ini
mengharuskan tiap-tiap pihak membuka diri dan tidak mendahului
melakukan serangan dan kekerasan. Capaian paling tinggi berikutnya
adalah pilihan otonomi melalui kreasi tersusunnya RUU Otonomi
Khusus dengan menghilangkan tuntutan merdeka. Hal ini dilakukan
melalui akomodasi hampir seluruh tuntutan lain di bawahnya,
termasuk pelurusan sejarah (di Papua), penegakan HAM,
penghormatan tradisi dan hukum adat, serta akomodasi tokoh informal
dalam suatu sistem kenegaraan daerah dan klaim tanah —beberapa
yang sangat krusial—diberi peluang formal melalui suatu
kelembagaan dalam lingkup UU Otonomi Khusus.

Saling percaya bisa disebut begitu tinggi dari masyarakat Papua
dan Aceh kepada Presiden Gus Dur dalam satu lingkup habitus karena
transaksi pasar —dalam pengertian Bourdieu-- meliputi modalitas,
bukan hanya ekonomi dan politik melainkan, terutama, sosial, budaya,
agama, dan kehangatan relasi pribadi. Karena itu, misalnya, ketika
Presiden Gus Dur mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua,
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meskipun dilakukan secara spontan langsung di depan mereka dan
tanpa surat keputusan apa pun hingga disahkannya UU Otsus
nantinya, sudah membuat mereka menerima tanpa reserve. Begitu
kuat aura wacana yang diungkapkan oleh Presiden Gus Dur yang
disertai gerakan masyarakat sipil yang bebas dan kuat menjadikan
elemen-elemen pemerintahan dan bahkan TNI/Polri tidak melakukan
penyangkalan secara publik terhadap wacana tersebut. Bagi orang
Papua, perubahan nama itu nyaris membalik 180 derajat harga diri
mereka sebagai anggota bangsa dan juga manusia yang sebelumnya
dikeluarkan dan bahkan dihinakan.

Demikian juga halnya dengan masyarakat Aceh. pendekatan
secara intensif secara pribadi dengan elemen-elemen masyarakat di
Aceh sudah terbangun sejak sebelum reformasi. Wacana referendum
juga menjadi bagian dari pergumulan itu meskipun tersimpan makna
yang debatable dan tidak mudah. Sebagaimana terjadi pada Papua,
pengangkatan posisi sederajat atau rekognisi dalam dialog setara
dengan mereka serta penghormatan melalui jaminan kebebasan
berekspresi dan berkumpul serta rasa aman telah menuntun mereka
pada pencarian kemungkinan jalan alternatif yang solutif. Terobosan
komunikasi langsung dengan cara bertemu pemimpin tertinggi GAM
di Swedia dan komandan perang di lapangan oleh pejabat tinggi RI
yang belum pernah terjadi sebelumnya menghasilkan kesepakatan
menahan diri untuk tidak saling serang dan menggunakan jalan
kekerasan. Kondisi itulah yang memungkinkan terjadinya dialog
dalam rasa aman tanpa ancaman. Pelibatan fasilitator luar negeri yang
selama ini tabu memperkuat saling percaya itu. Dua kali jeda
kemanusiaan telah berhasil menurunkan frekuensi dan derajat
kekerasan sehingga menjadikannya sama-sama menyadari akan
pencarian titik temu.

Namun demikian, Presiden Gus Dur tidak berhenti di situ. la
tetap konsisten dengan momentum rekognisi dan respek dengan
akomodasi lebih lanjut atas aspirasi politik, ekonomi, dan budaya
mereka. Jaminan kebebasan dan rasa aman memungkinkan mereka
secara bebas merumuskan aspirasinya tanpa rasa takut di bawah
ancaman senjata. Bahkan, forum-forum tersebut melibatkan para exil
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yang selama ini dilarang menginjakkan kaki di bumi Aceh atau Papua
dan Indonesia. Jaminan itu bukan saja telah melahirkan draf RUU
Otonomi Khusus, melainkan juga gerakan sipil yang kuat untuk
mengawal proses tersebut secara damai. RUU Otonomi Khusus adalah
wujud dari transformasi kelembagaan negara yang mencerminkan
akomodasi dari aspirasi mereka. Transformasi kelembagaan tersebut
merupakan perwujudan konkret dari dua elemen kultural sebelumnya,
rekognisi dan respek di atas. Dengan kata lain, Presiden Gus Dur
sesungguhnya telah membalik  strategi  sebelumnya  yang
mengedepankan pengakuan mereka atas eksistensi Rl di bawah
ancaman serta kekerasan dan menggantinya dengan mengedepankan
pengakuan oleh representasi RI atas eksistensi mereka melalui
kesepakatan tertentu dalam bingkai NKRI. Kemudian mereka
diberikan hak-haknya melalui persyaratan formal yang dilandaskan
pada perundangan yang diperlukan.

RUU Otsus tersebut merangkum hampir seluruh aspirasi
mereka, kecuali merdeka, yang disusun oleh mereka sendiri secara
independen tanpa campur tangan pemerintah pusat, termasuk dalam
hal substansi. Gus Dur secara pribadi dan pemerintahan di bawahnya
sengaja mengambil jarak dan tidak ikut campur dalam pergumulan
langsung. Gus Dur membiarkan aspirasi tersebut tersusun secara
independen dan murni, yang lahir melalui perdebatan di antara mereka
sendiri. Pesan terkenal Presiden Gus Dur kepada utusan pemerintah
dan partai di DPR dalam pembahasan RUU Aceh dan Papua menjadi
semacam misi profetik ketika itu: “berikan apa saja yang mereka
(masyarakat Papua dan Aceh, pen.) tuntut kecuali merdeka.” Namun,
pesan itu justru mendorong munculnya rasa kepemilikan (sense of
belonging) mereka atas aspirasi yang disusungnya.

Seluruh langkah Presiden Gus Dur tersebut di atas bukan
sesuatu yang kebetulan, melainkan sesungguhnya didasarkan pada
pandangan kesetaraan warga negara dalam kerangka Islam dan
nasionalisme Indonesia. Berbeda dengan kalangan ideologis teokratis
Islam, Gus Dur lebih menekankan pada pendekatan kultural dengan
mengambil landasan dari sumber-sumber kislaman klasik dan tradisi
yang hidup di dalam masyarakat untuk merespons tantangan
kemodernan. Dalam hal praktik kesetaraan tersebut, Gus Dur
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memberikan perhatian besar kepada kelompok-kelompok marjinal dan
minoritas yang tertindas dan terdiskriminasi. Pemikiran demikian
memiliki akar sejarah dalam kehidupan, pengetahuan, dan pengalaman
Gus Dur yang panjang, baik sebagai representasi tradisionalisme
pesantren dan NU maupun orang yang memiliki sejarah hidup
metropolitan dan penjelajahan keilmuan. Seluruh karakteristik tersebut
mencerminkan pandangan Islam post-tradisional.

Dalam menjalankan seluruh proses tersebut Gus Dur
mendapatkan banyak tantangan dan hambatan. Hambatan terberat
bukan datang dari lawan negosiasi atau masyarakat Aceh dan Papua,
melainkan dari dalam pemerintahan sendiri, seperti TNI, birokrasi,
politisi di DPR, dan bahkan dari kalangan Islam sendiri. Kejatuhan
Gus Dur dari kursi presiden di tengah jalan menunjukkan tidak
mudahnya langkah dan pendekatan negosiasi secara damai tersebut.
Meski demikian, saling percaya dan rasa memiliki yang kuat di satu
pihak dan kekuatan masyarakat sipil yang mengawal capaian atas
rumusan Yyang mereka hasilkan di lain pihak inimenjadikan
kembalinya kekuatan Orde Baru, baik di DPR maupun pemerintahan
serta dominasi TNI dalam pendekatan Aceh dan Papua paska
kejatuhan Gus Dur dari kursi presiden, tidak lagi mampu mengubah
rumusan dan capaian pembahasan yang sedang berlangsung di DPR.

Demikian juga pilihan otonomi yang definisinya menyerupai
pengelolaan pemerintahan sendiri (self governance), bahkan self
determination dan sovierinity, ~dalam lingkup RI nyaris tanpa
perubahan berarti. UU Otsus tersebut telah mentransformasi
kelembagaan dalam banyak ranah yang menjamin peran besar
representasi masyarakat setempat yang semula terabaikan sehingga
dapat terlibat langsung dalam mengendalikan pemerintahan, ekonomi,
budaya, dan politik serta jaminan pembiayaan melalui dana Otsus.
Lebih dari sekadar transformasi kelembagaan, dalam RUU Otsus
tersebut juga menjamin adanya desentralisasi imajinasi dan konsep
kewarganegaraan yang multikultural. Perbedaan antara Aceh dan
Papua adalah karena sifat dari kohesivitas gerakan separatis. Jika di
Aceh terpusat pada satu komando di bawah GAM, termasuk
masyarakat sipil yang berada di Aceh, maka masyarakat Papua dan
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OPM cenderung terfragmentasi. Namun, dalam pengawalan
pembahasan UU Otsus di DPR mereka bisa dikatakan kompak, baik
mereka yang berada di gedung DPR maupun di lapangan.

B. Penutup

Kajian dalam disertasi ini telah berusaha untuk menempatkan
kajian akademik Islam bukan hanya mengarahkan pada Islam itu
sendiri sebagai objek kajian, melainkan Islam sebagai subjek. Islam
dengan multitafsirnya digunakan untuk melihat dan menkaji fenomena
empirik yang berkembang di dalam masyarakat. Selain itu,pilihan atas
fokus kajian pada kelompok marjinal atau tertindas, misalnya
kelompok separatis di Papua dan Aceh yang melawan negara sentral
yang kuat dan represif melalui solusi-sulusi damai yang dilahirkannya
juga hendak memberikan pilihan-pilihan baru bagi kajian Islam yang
sejalan dengan apa yang dalam dunia akademik disebut sebagai post-
kolonial.

Dengan tanpa mengabaikan pendekatan dan arus lain yang
sedang berkembang dalam kajian Islam, pilihan objek kajian atas
kelompok marjinal dan tertindas tetapi tetap dalam kerangka
memperkuat kebinekaan dalam suatu konsep kewarganegaraan
kultural, rasanya layak untuk mendapatkan tempat yang penting dalam
kajian Islam itu sendiri dan kajian akademik di Indonesia pada
umumnya. Kajian atas kesetaraan kewarganegaraan dalam Islam
dengan fokus pada peran dan kiprah Gus Dur ketika menjabat sebagai
presiden melengkapi kajian yang selama ini ada. Sebenarnya, banyak
dimensi dalam peran Gus Dur sebagai presiden, baik sebelum maupun
setelahnya, yang masih belum mendapatkan kajian memadabhi,
sehingga penting untuk dilakukan Kkajian selanjutnya. Di atas
segalanya, kajian ini masih banyak kekurangan yang mungkin bisa
dilengkapi dan disempurnakan oleh pengkaji lain dan di waktu yang
lain.
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